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ABSTRAK 

 

OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP 

PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM 

DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI 

KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS)  

 

Ahmad Taufik Hidayah Nst* 

Dr. Ismaidar, S.H., M.H** 

Dr. Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H** 

 

Dengan semakin majunya teknologi dan perkembangan era digital yang 

makin massif membuat anak bisa mengakses hal apapun baik itu yang baik maupun 

yang buruk. Psikis anak yang belum stabil menjadi masalah Ketika anak tumbuh 

dan berkembang di era digital. Sehingga anak berkeinginan berbuat suatu hal  

sesuai dengan apa yang dilihatnya yang akan berpotensi Anak bisa terlibat dengan 

hukum. Dan angka anak yang terlibat tengan hukum khususnya anak yang 

berkonflik dengan hukum, semakin tahun semakin bertambah. Dan ironinya anak 

yang berkonflik dengan hukum sering haknya di aborsi yang seharusnya anak 

penuh dengan perlindungan karena anak itu rentan. Maka dari itu upaya 

pengoptimalan pengalihan penyelesaian perkara bagi anak dalam bentuk diversi 

menjadi jawaban bentuk pemaksilan perlindungan terhadap anak. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis 

sosiologis. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan yuridis sosiologis adalah 

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan 

cara terjun langsung ke objeknya. 

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan pengalihan 

proses penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui 

proses Diversi yang mengedepankan keadilan yang restorative dengan 

mengoptimalkan Diversi sebagai alternatif Penyelesaian perkara bagi anak yang 

berkonflik dengan Hukum. 

Anak adalah aset dan tanggung jawab bangsa, segala upaya untuk 

melindungi hak-hak anak harus dioptimalkan, dan menjauhkan anak dari proses 

peradilan yang Panjang dan kaku karena anak bukan untuk di hukum 

Kata Kunci : Perlindungan anak, Pengadilan Negeri, Diversi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Landasan negara Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 

1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Sebagai negara hukum, pemerintahan Indonesia harus berdasarkan 

konstitusi. Hukum harus berada di atas kekuasaan, dan kekuasaan tunduk dan 

bekerja dalam koridor hukum. Dalam sebuah negara hukum, jaminan 

penghormatan, perlindungan, dan pemeliharaan hak asasi manusia harus 

menjadi perhatian utama.2 Salah satu unsur terpenting dari suatu negara hukum 

adalah persamaan di depan hukum (equality before the law). Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 

bahwa: “Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya”. 

Dengan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah, setiap 

warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum 

tidak memandang pejabat, sipil atau militer. Jika mereka melanggar hukum, 

mereka akan dihukum sesuai dengan tindakan mereka. Namun demikian, anak 

                                                   
2 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, Pustaka 

Reka Cipta, Bandung, 2020, hal. 7. 
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yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus 

ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan 

mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat3. Ada 

pendekatan khusus yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan 

kesejahteraan anak itu sendiri.4 

Peningkatan pelanggaran terhadap tindak kriminal pada usia muda, 

mendorong upaya penanganan terkhusus secara substansial hukum peradilan 

pidana anak dan juga acara pidana anak. Upaya ini, sangat berkaitan erat pada 

perlakuan khusus untuk pelaku tindak pidana yakni Anak.5 

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan 

perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak 

sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai 

umat manusia dan bangsa.6 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai menusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, 

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 

                                                   
3 Wadong Maulana Hasan, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta 2000, 

hal.  68. 

 4 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 4. 

 5 Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia, Sinar 

Grafika, Jakarta, 1983, hal. 12 

 6 Yul Ernis, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana 

Anak Di Indonesia, Volume 10, Nomor 2, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Juli 2016, hal. 8. 
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strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.  

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 

tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan 

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.7  

Maka dari itu anak adalah instrument penting dalam cita cita bangsa 

kedepannya. Perlindungan anak dalam segi pengalihan penyelesaian perkara 

bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sudah sepantasnya menjadi bagian 

penting dan perhatian lebih bagi kita, khususnya para instrument penegak 

hukum Dampak pemidanaan bagi anak sangat memprihatinkan. Apalagi kondisi 

pemasyarakatan di Indonesia saat ini, yang dalam prakteknya masih dapat 

ditemukan anak-anak yang ditahan dan dipenjara bersama dengan orang 

dewasa, sehingga anak rawan menjadi korban kekerasan.Pemberian batasan 

sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari 

lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan 

terpidana8.Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili 

                                                   
 7 Ibid, hal. 8. 

8 Romli Atmasasmita Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada media 

Group, Jakarta, 2011, hal.  2. 
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pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami anak.9  

Hal ini menuntut kesadaran akan pentingnya pemantauan dan perhatian 

untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mewujudkan suatu 

keadilan restoratif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia diperlukan 

peran masyarakat yang tidak hanya menjadi objek dari hukum itu sendiri tetapi 

berperan aktif dalam penegakan hukum.10 Karena penulis berpedoman 

bahwasannya pemidanaan adalah upaya terakhir untuk penegakan keadilan. 

Seperti Asas Ultimum Remedium yakni dimana pemidanaan atau sanksi pidana 

adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum termasuk 

penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Dan diversi sebagai metode 

untuk mencapai keadilan restorative menjadi fokus utama penulis dalam 

optimalisasi alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum. Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada 

kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.11 Seorang anak yang 

terlibat dalam persoalan delict pidana, wajib ditangani sesuai Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan 

menggunakan asas restorative justice melalui sistem diversi. Undang-Undang 

ini mengatur kewajiban penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak 

dengan upaya diversi atau pengalihan mekanisme penyelesaian perkara dengan 

                                                   
9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1989, 

hal. 34. 
10 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 181. 
11 Yoachim Agus, Keadilan Restoratif, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 27. 
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peradilan secara formal menjadi peradilan non formal.12 

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada 

anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia 

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adi 

Purwati menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya UU SPPA memerlukan 

dukungan keterlibatan dari berbagai instansi yakni dari Kepolisian, Kejaksaan 

Agung, Mahkamah Agung, Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Hukum 

dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, serta Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dalam pembentukan kebijakan pencegahan, 

penyelesaian perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi social.13 

Sistem peradilan pidana anak yang sifatnya represif telah mulai 

ditinggalkan oleh berbagai negara karena dianggap tidak efektif, sehingga perlu 

dialternatifkan14 Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan 

perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice, yang 

dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi).15 

                                                   
 12 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang 

2014, hal. 133. 
13 Ani Purwati, Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak, 

CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal. 81. 
14 DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di 

Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hal. 89. 

 15 Fiska ananda, penerapan diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku 

tindak pidana, volume 1, nomor 1, jurnal daulat hukum, 2018, hal. 15. 
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Perspektif keadilan restoratif merupakan akibat adanya pergeseran 

hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan menekankan pada upaya 

pemulihan (restorative). Saat pemulihan korban bilamana dengan pilihan 

pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka 

korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab 

pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.16 

  Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.17 Angger Sigit Pramukti 

menyatakan bahwa diversi adalah kewenangan penegak hukum dalam 

melakukan tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak 

dengan tidak melalui jalan formal untuk menghentikan atau tidak meneruskan 

ke proses peradilan18. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi 

sebagai pelindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat 

dalam pasal-pasal yang tertuang dalam UU SPPA. Pasal 1 angka 3 UU SPPA 

mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 

18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal tersebut memberikan 

                                                   
 16  H. Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 

2014, hal. 157. 

 17 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1, 

Angka 7 
18 Angger Sigit Pramukti, Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Medpress, Yogyakarta, 2014, hal. 69. 
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pelindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan batasan 

umurnya.19 Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada 

laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (president’s 

crime commissionis) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya 

konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak 

(children’s court) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana 

formal dan formalisasi polisi unutk melakukan peringatan (police cautioing). 

Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 

diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.20  

Selanjutnya dikemudian hari, ide Diversi dicanangkan dalam United 

Nation Standart Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice 

(SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 

November 1985), di mana diversi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 

17.4. Berdasarkan peraturan tersebut, diversi adalah pemberian kewenangan 

kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan 

dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak 

mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari 

proses peradila pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan 

diversi dapat dilakukan di semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk 

                                                   
19 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice", Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 67. 

 20 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30978/4/Chapter%20I.pdf diakses tgl 15 

Oktober 2023, pkl 21.00 WIB. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30978/4/Chapter%20I.pdf


8 

 

 

 

mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan 

tersebut.21 

Selama tahun 2022, terdapat 20.861 perkara yang berhasil didamaikan 

melalui proses mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 

92,24%, sedangkan untuk perkara tindak pidana anak yang berhasil menempuh 

proses diversi sebanyak 27 perkara, yang mana rasio keberhasilannya 

meningkat sebesar 90,75% dari keseluruhan perkara tindak pidana anak yang 

dilakukan diversi.22 

Atas dasar itulah penulis ingin mengangkat persoalan ini menjadi objek 

penelitiannya. Keresahan-keresahan penulis akan kurang optimalnya 

pelaksanaan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum yang harus menjadi fokus utama dan prioritas 

penyelesaian yang berkeadilan restorative. Oleh karena itu, penulis memilih 

judul: OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP 

PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM 

DITINJAU DARI PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS PADA 

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS) 

 

 

                                                   
 21 Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, 2015, 

hal. 133. 

 22 Azizah, Selama tahun 2022, 20.861 perkara berhasil didamaikan melalui proses mediasi, 

https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-

didamaikan-melalui-proses-mediasi, diakses tgl 15 Oktober 2023 pkl 21.30 WIB 

https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi
https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi 

anak yang berkonflik dengan hukum? 

2. Bagaimana peraturan pelaksanaan diversi berdasarkan Perundang-

undangan yang berlaku dan perspektif hukum Internasional sebagai 

pembanding hukum nasional? 

3. Bagaimana optimalisasi penerapan diversi bagi anak yang berkonflik 

dengan hukum sebagai solusi penyelesaian terbaik pada sistem peradilan 

pidana anak di Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas ialah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep diversi sebagai alternatif penyelesaian 

perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 

2. Untuk mengetahui peraturan pelaksanaan diversi berdasarkan 

Perundang-undangan yang berlaku dan perspektif hukum Internasional 

sebagai pembanding hukum nasional. 

3. Untuk mengetahui optimalisasi penerapan diversi bagi anak yang 

berkonflik dengan hukum sebagai solusi penyelesaian terbaik pada 

sistem peradilan pidana anak. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Dapat diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan program 

pendidikan sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi 

Medan. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan masukan untuk 

penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Teoritis 

  Dapat memberikan kepada pembaca produk pemikiran baru bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 

khususnya. 

3. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat yang belum 

mengetahui terkait diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi 

anak yang berkonflik dengan hukum lebih optimal. 

b. Sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan hukum pidana yang bertujuan 

untuk mengoptimalkan diversi sebagai salah satu alternatif penanganan 

kasus anak yang berkonflik dengan hukum, ternyata dapat menjadi 

standar baru dalam persoalan “penerapan hukum”. 
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E. Keaslian Penulisan 

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu   

yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, 

meskipun         berbeda dalam hal kriteria subjek dan metode analisis yang 

digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Analisis hukum terhadap 

optimalisasi penerapan diversi sebagai alternative penyelesaian perkara bagi 

anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak. 

Adapun penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan antara lain: 

1. Skripsi MUHARDI NASUTION, Fakultas Sosial Sains Program Studi 

Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan judul 

penelititan “Penerapan Diversi di tingkat Pengadilan Negeri Bagi Anak 

Yang Melakukan Tindakan Pidana (Studi Penelitian Pengadilan Negeri 

Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli). Penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2021. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) 

Faktor-faktor apa penyebab anak melakukan Tindakan pidana  ?, 2) 

Bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-

A/Labuhan Deli ?, 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang 

berhadapan dengan hukum ? 

2. Skripsi ACHMAD ROSANDI, Fakultas Syariah Program Studi Hukum 

Pidana Islam (Jinayah) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said 

Surakarta  dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Islam 
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Terhadap Implementasi Diversi Dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif. 

(Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2023. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana 

implementasi Diversi sebagai upaya optimalisasi keadilan dan 

perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum 

Polresta Yogyakarta.? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam 

terhadap implementasi diversi sebagai upaya optimalisasi keadilan 

restoratif di Polresta Yogyakarta.?. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

Polresta Yogyakarta dalam upaya mengoptimalkan keadilan dan 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu 

ditempuh dengan cara Diversi antar belah pihak yang bertujuan untuk 

melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga memberikan 

rasa keadilan bagi pihak korban. Yang dilakukan dengan cara musyawarah 

mufakat antar beberapa pihak baik dari pihak korban, pihak pelaku, aparat 

kepolisian, tokoh masyarakat, BAPAS, DINSOS. Meskipun dalam 

penerapan tersebut tak lepas dari beberapa kendala yang menghambat 

berjalannya proses diversi, sehingga dari beberapa kasus tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan proses ADR, upaya yang 

dilakukan oleh polresta Yogyakarta sudah selaras dengan ketentuan Diversi 

sebagaimana yang diatur dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Tinjauan Hukum Pidana 

Islam terhadap Implementasi Diversi dalam optimalisasi keadilan 
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Restoratif yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta mempunyai kemiripan 

dengan Hukum Pidana Islam. Dimana kedua konsep tersebut sama-sama 

berorientasi pada Restorative Oriented, hanya saja esensi dari kedua proses 

tersebut terdapat perbedaan. Dimana esensi dari Diversi ataupun Restoratif 

Justice adalah pemulihan kembali bukan pembalasan, sedangkan esensi 

dari Hukum Pidana Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan dan 

kedua, perbaikan serta pengajaran. Dengan esensi tersebut diharapkan 

pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi, disamping itu 

juga sebagai tindakan preventif untuk orang lain supaya tidak melakukan 

tindakan yang melawan hukum juga. Sisi lain juga terdapat perbedaan dari 

segi klasifikasi usia terhadap anak yang berlawanan dengan hukum, dan 

terdapat beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan proses As-

Ṣulh, yaitu tindakan yang masuk dalam kategori hudud.23 

3. Skripsi PENI AULIA HIDAYAH, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai 

Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Berjudul “Penerapan Diversi Terhadap 

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara: 02/PID.SUS-

ANAK/2021/PN PBG Tentang Kekerasan Anak Dibawah Umur. (Studi 

Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)” Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2022. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah 1).Bagaimana penerapan diversi terkait tindak pidana kekerasan 

                                                   
 23 Achmad Rosandi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Diversi Dalam 

Optimalisasi Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta), Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Mas Said Surakarta. 2023. 
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anak di bawah umur di balai permasyarakatan purwokerto ? 2)Bagaimana 

efektifitas diversi kasus pidana anak di bawah umur terhadap proses 

hukumnya ?.24 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1.  Penerapan Diversi 

Penerapan atau Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia 

diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan 

kemampuanan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi 

kongkret atau nyata.25 Menurut beberapa ahli, Penerapan adalah tindakan 

mempraktekkan suatu teori, metode dan hal-hal lain yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan suatu 

kelompok atau kelompok yang direncanakan dan diorganisasikan terlebih 

dahulu.26 

Adapun menurut Lukman Ali, “penerapan adalah mempraktekkan 

atau memasangkan”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. 

                                                   
 24 Peni Aulia Hidayah, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 

Nomor Perkara 02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG Tentang Kekerasan Anak Dibawah Umur (Studi 

Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto), Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji 

Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. 

 25 https://repository.uir.ac.id/778/2/bab2.pdf di akses tgl 20 Oktober 2023 pkl 18.35 WIB. 

 26 http://repository.unimar-amni.ac.id/3303/2/24.%20BAB%202.pdf di akses tgl 20 Oktober 

2023 pkl 18.40 WIB. 

 

https://repository.uir.ac.id/778/2/bab2.pdf
http://repository.unimar-amni.ac.id/3303/2/24.%20BAB%202.pdf
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Sedangkan Riant Nugroho “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan 

agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan”.27 

 Divelrsi adalah pelrpindahan prosels kel sistelm relsolulsi sulbkasuls yang 

sangat kakul dan belrtellel-tellel. Relkonsiliasi, Meldiasi, dialog ataul 

mulsyawarah melrulpakan bagian intelgral dari prosels divelrsi yang belrtuljulan 

ulntulk melncapai keladilan relstoratif. Mulsyawarah Divelrsi adalah 

mulsyawarah antara para pihak yang mellibatkan Anak dan orang 

tulaJWalinya, korban dan/ataul orang. tula/Walinya, Pelmbimbing 

Kelmasyarakatan, Pelkelrja Sosial Profelsional, pelrwakilan masyarakat dan 

pihak-pihak yang telrlibat lainnya) ulntulk melncapai kelselpakatan Divelrsi 

mellaluli pelndelkatan KeladilanRelstoratif.28  

Prosels Divelrsi wajib melmpelrhatikan:  

a. kelpelntingan korban;  

b. kelseljahtelraan dan tanggulng jawab Anak;  

c. pelnghindaran stigma nelgatif;  

d. pelnghindaran pelmbalasan;  

el. kelharmonisan masyarakat; dan  

f. kelpatultan, kelsulsilaan, dan keltelrtiban ulmulm.29 

 

                                                   
 27 Ibid, hal. 6. 

 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 1. 

 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 

Ayat (3). 
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2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

Anak yang belrkonflik delngan Hulkulm (ABH) adalah anak yang 

disangka ataul dituldulh tellah mellanggar Ulndang-ulndang hulkulm pidana. 

Anak yang Belrkonflik delngan Hulkulm yang sellanjultnya diselbult Anak 

adalah anak yang tellah belrulmulr 12 (dula bellas) tahuln, teltapi bellu lm 

belrulmulr 18 (dellapan bellas) tahuln yang didulga mellakulkan tindak 

pidana.30 

Anak yang belrkonflik delngan hulkulm belrhak melmpelrolelh 

pelrlindulngan dari sasaran pelnganiayaan, pelnyiksaan, ataul pelnjatulhan 

hulkulman yang tidak manulsiawi, belrhak ulntulk melmpelrolelh kelbelbasan 

selsulai delngan hulkulm, pelnangkapan, pelnahanan, ataul tindak pidana 

pelnjara anak hanya dilakulkan apabila selsulai delngan hulkulm yang belrlaku l 

dan hanya dapat dilakulkan selbagai ulpaya telrakhir.31 

3. Pengertian Pengadilan Pidana Anak 

Sistelm Pelradilan Pidana Anak adalah kelsellulrulhan prosels 

pelnyellelsaian pelrkara Anak yang belrhadapan delngan hulkulm, mullai tahap 

pelnyellidikan sampai delngan tahap pelmbimbingan seltellah melnjalani 

pidana. 

                                                   
 30 Ibid, pasal 1 ayat (3). 

31  Pasal 16 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 
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Pihak-pihak yang telrlibat dalam prosels pelradilan pidana anak yakni 

Pelnyidik, Pelnulntult Ulmulm, Hakim, Pelmbimbing Kelmasyarakatan dan 

Pelkelrja Sosial 

- Pelnyidik adalah Pelnyidik Anak; 

- Pelnulntult Ulmulm adalah Pelnulntult Ulmulm Anak; 

- Hakim adalah Hakim Anak; 

- Pelmbimbing Kelmasyarakatan adalah peljabat fulngsional pelnelgak 

hulkulm yang mellaksanakan pelnellitian kelmsyarakatan, pelmbimbingan, 

pelngawasan, pelndampingan telrhadap anak di dalam dan di lular prosels 

pelradilan pidana; 

- Pelkelrja Sosial adalah selselorang yang belkelrja baik pada lelmbaga 

pelmelrintah maulpuln swasta yang melmiliki kompeltelnsi dan profelsi 

pelkelrjaan sosial selrta kelpeldullian dalam pelkelrjaan sosial yang dipelrolelh 

mellaluli pelndidikan, dan ataul pelngalaman praktik pelkelrjaan sosial ulntulk 

mellaksanakan masalah social.32 

Sistelm Pelradilan pidana sangat elrat hulbulngannya delngan istilah 

sistelm pelnyellelnggaraan Pelradilan Pidana (Systelm of administration of a 

criminal julsticel). Kata “Pelnyellelnggaraan” melnulnjulkkan bahwa adanya 

kelgiatan-kelgiatan ataul aktivitas-aktivitas Lelmbaga-lelmbaga telrtelntul 

                                                   
 32 https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak 

di akses tgl 22 Oktober 2023 pkl 18.00 WIB 

https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak
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ulntulk melnjalankan ataul melnggelrakkan apa yang melnjadi tulgas dan 

kelwajiban (fulngsi) Lelmbaga-lelmbaga telrselbult.33 

Sistelm Pelradilan Pidana Anak melnjadi pelrangkat hulkulm dalam 

melnanggullangi belrbagai belntulk kriminalitas mampul melnyellelsaikan 

pelrsoalan keljahatan yang telrjadi di masyarakat, sistelm telrselbult 

diharapkan mampul melnyellelsaikan pelrsoalan keljahatan yang telrjadi.34 

 

G. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Sifat Pelnellitian dalam pelnellitian ini me lrulpakan pelnellitian hulkul m 

yang belrsifat delskriptif, yaitul melmaparkan data-data melngelnai kajian-

kajian hulkulm dan kasuls, selrta pellaksanaan pelmbelrian bantulan hulkulm bagi 

korban dalam pelmelriksaan pelrkara pidana. Melnulrult Sulkmadinata 

pelnellitian delskriptis adalah sulatul belntulk pelnellitian yang dituljulkan ulntulk 

melndelskripsikan felnomelna- felnomelna yang ada, baik felnomelna alamiah 

maulpuln felnomelna bulatan manulsia yang bisa melncakulp aktivitas, 

karaktelristik, pelrulbahan, hulbulngan, kelsamaan, dan pelrbeldaan antara 

felnomelna yang satul delngan felnomelna lainnya. Sifat pelnellitian ini dipilih 

                                                   
33 Kadri husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 

2016, hal. 9 
34 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan 

Restorative Justice, Reika Aditama, Bandung, 2009, hal. 5. 
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karelna melrulpakan sifat pelnellitian yang culkulp baik ulntulk melmaparkan 

karaktelristik sulatul          felnomelna. 

Spelsifikasi pelnellitian ini adalah delskriptif analisa yaitul ulntulk 

melnggambarkan, melnelmulkan fakta-fakta hulkulm selcara melnyellulrulh dan 

melngkaji selcara sistelmatis melngelnai pellaksanaan pelmbelrian altelrnatif 

pelnyellelsaian pelrkara bagi anak yang belrhadapan delngan hulkulm. Melnulrult 

Sulgiyono pelnellitian delskriptif analisis adalah meltodel ulntulk melndapatkan 

data yang melndalam, sulatul data yang melngandulng makna dan selcara 

signifikan dapat melmpelngarulhi sulbstansi pelnellitian. Selcara rinci 

melnggambarkan dan melnelmulkan fakta-fakta hulkulm belrkelnaan delngan 

masalah yang ditelliti. 

 

2. Jenis penelitian 

Jelnis pelnellitian dalam skripsi ini adalah pelnellitian yulridis normatif 

dan yulridis sosiologis.35 Yulridis Normatif, Meltodel pelnellitian hulkulm 

normatif ataul meltodel pelnellitian hulkulm kelpulstakaan adalah meltodel ataul 

cara yang dipelrgulnakan didalam pelnellitian hulkulm yang dilakulkan delngan 

cara melnelliti bahan pulstaka yang ada.36 Yaitul pelndelkatan yang 

melnggulnakan konselpsi lelgis positivis. Konselp ini melmandang hulkulm 

                                                   
35 M.Edy Sentosa JK, Metode-Metode Penelitian, Diakses melalui: 

http//theglobalgenerations.blogspot.com/ diakses pada tanggal 08 Januari 2024, pukul: 20.00 WIB. 
36 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 

Jakarta, 2014, hal 13-14 
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idelntik delngan norma- norma telrtullis yang dibulat dan diulndangkan olelh 

lelmbaga ataul peljabat yang belrwelnang. Konselpsi ini melmandang hulkulm 

selbagai sulatul sistelm normatif yang belrsifat mandiri, telrtultulp dan telrlelpas 

dari kelhidulpan masyarakat yang nyata.37 

Seldangkan yulridis sosiologis melrulpakan sulatul pelnellitian yang 

dilakulkan telrhadap keladaan nyata masyarakat ataul lingkulngan masyarakat 

delngan maksuld dan tuljulan ulntulk melnelmulkan fakta (fact-finding), yang 

kelmuldian melnuljul pada idelntifikasi (problelm-idelntification) dan pada 

akhirnya melnuljulkelpada pelnyellelsaian masalah (problelm-solultion).38 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Meltodel pelngulmpullan data ini melnggulnakan meltodel pelnellitian 

kelpulstakaan (library relselarch) dan meltodel opelnellitian lapangan. 

a. Pelnellitian Pulstaka (library relselarch) 

Delngan mellakulkan analisa telrhadap pelratulran pelrulndang- 

ulndangan selrta melmpellajari bulkul ataul sulmbelr-sulmbelr yang 

melnghimpuln pelndapat para ahli baik dipelrpulstakaan maulpuln 

mellaluli intelrnelt selsulai delngan masalah melngelnai pellayanan 

makanan dan kelselhatan bagi narapidana. 

 

                                                   
37 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1988, hal.13. 
38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hal.10. 
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b. Pelnellitian Lapangan (fielld relselarch) 

Pelnellitian lapangan dalam pelnellitian ini dilakulkan delngan 

mellakulkan pelnellitian pada Pelngadian Nelgelri Meldan Kellas I-A 

Khulsuls. 

 

4. Jenis Data 

Adalah melnggulnakan meltodel hulkulm normatif yang mana melnitik 

belratkan pada data selkulndelr yang dipelrolelh mellaluli bahan kelpulstakaan, 

skripsi ini melmulat data selkulndelr belrulpa bahan hulkulm yang mellipulti: 

a. Bahan Hulkulm Primelr, yang mellipulti pelratulran pelrulndang – 

ulndangan telrkait bagaimana pellaksanaan divelrsi selbagai 

altelrnativel pelnyellelsaian pelrkara bagi anak yang belrkonflik 

delngan hulkulm. Dan data primelr yaitul data yang dipelrolelh 

langsulng dari sulbyelk pelnellitian delngan melnggulnakan alat 

pelngulkulran ataul alat pelngambilan data langsulng pada sulbye lk 

selbagai sulmbelr informasi yang dicari. Disini pelnelliti 

melndapatkan sulmbelr data langsulng dari sulbyelk pelnellitian yaitu l 

Pelngadilan Nelgelri Meldan Kellas I-A Khulsuls. 

b. Bahan Hulkulm Selkulndelr, yang mellipulti bulkul – bulkul telntang 

divelrsi selbagai atelrnatif pelnyellelsaian pelrkara dalam siste lm 

pelradilan pidana anak. 
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c. Bahan Hulkulm Telrsielr, yang mellipulti bahan hulkulm yang 

melmbelrikan peltulnjulk maulpuln pelnjellasan telrhadap bahan 

hulkulm prime lr dan bahan hulkulm selkulndelr antara lain kamuls 

hulkulm, wikipeldia dan elnsiklopeldia. 

 

5. Analisis Data 

Sellulrulh data yang telrkulmpull haruls dianalisis, diolah dan 

dimanfaatkan selhingga dapat dipelrgulnakan ulntulk melnjawab pelrsoalan 

pelnellitian. Analisis data yang digulnakan dalam   pelnellitian ini adalah 

analisis data kulalitatif. Analisis data kulalitatif melrulpakan tata cara 

pelnellitian yang melnghasilkan data delskriptif, yaitul apa yang didapat dari 

data-data yang dari pulstaka dan julga data-data dari sulmbelr yang telrpelrcaya 

dan relsmi. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistelmatika pelnullisan telrdiri dari lima bab, yang masing-masing bab 

telrdiri dari belbelrapa sulb bab yang melnjellaskan pelmbahasan selcara telrselndiri 

dalam kontelks yang saling belrkelsinambulngan satul delngan yang lain. 

Sistelmatika pelnullisan skripsi ini adalah selbagai belrikult: 

  BAB I Pelndahullulan yang telrdiri dari Latar Bellakang, Rulmulsan 

Masalah, Tuljulan Pelnellitian, Manfaat Pelnellitian, Kelaslian Pelnellitian, Tinjaulan 

Pulstaka, Meltodel Pelnellitian dan telrakhir diulraikan di bab ini adalah sistelmatika 
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pelnullisan.  

  BAB II Konselp divelrsi selbagai altelrnatif pelnyellelsaian pelrkara bagi 

anak yang belrkonflik delngan hulkulm. Bab ini melngulraikan konselp divelrsi 

selbagai altelrnatif pelnye llelsaian pelrkara. 

  BAB III Pelratulran pellaksanaan divelrsi belrdasarkan Ulndang-ulndang 

No. 11 Tahuln 2012 telntang SPPA dan PE lRMA No. 4 Tahuln 2014, Bab ini 

melngulraikan telntang pellaksanaan divelrsi pada SPPA  dan Hulkulm ataul 

Pelratulran Intelrnasional selbagai pelmbanding hulkulm nasional. 

  BAB IV Optimalisasi pelnelrapan divelrsi bagi anak yang belrkonflik 

delngan hulkulm selbagai solulsi pelnyellelsaian telrbaik pada sistelm pelradilan pidana 

anak. Bab ini melngulraikan telntang kel elfelktifan divelrsi ulntulk kellangsulngan 

masa delpan anak yang masih melnjadi tanggulng jawab kita belrsama khulsulsnya 

pelmelrintah dan instrulmelnt pelnelgak hulkulm. Dan belbelrapa pelrspelktif yang 

melmpelrkulat divelrsi selbagai solulsi pelnye llelsaian yang baik bagi anak yang 

belrhadapan delngan hulkulm. Karelna pelmidanaan adalah ulpaya telrakhir bagi 

anak yang belrhadapan delngan hulkulm. 

  BAB V Pelnultulp yang telrdiri dari Kelsimpullan dan Saran 
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BAB II 

KONSEP DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN 

PERKARA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 

 

A. Pengertian Diversi 

Melnulrult Jack El. Bynulm dalam bulkulnya Dellinqulelncy a sociological 

approach, melmbelrikan pelngelrtian divelrsi adalah sulatul tindakan ataul pelrlakulan 

ulntulk melngalihkan ataul melnelmpatkan pellakul anak kellular dari sistelm pelradilan. 

Divelrsi dapat diartikan selbagai ulpaya ulntulk melngajulkan sulatul pelrkara delngan 

kritelria telrtelntul, mullai dari prosels pelradilan pidana hingga prosels formal 

melnuljul dulkulngan masyarakat ulntulk melnghindari dampak nelgatif yang 

ditimbullkan olelh prosels pelradilan pidana.39 Divelrsi melrulpakan salah satul ciri 

ultama UlUl SPPA. Pelnelrapan divelrsi melrulpakan langkah awal dalam 

melngintelgrasikan pelndelkatan keladilan relstoratif kel dalam sistelm pelradilan 

anak. Melkanismel ini dihadirkan selbagai ulpaya ulntulk melncelgah anak 

melmasulki sistelm pelradilan pidana dan akhirnya dipelnjarakan.  

Divelrsi melrulpakan salah satul fulngsi dari pelmbimbing kelmasyarakatan 

dalam mellaksanakan pelndampingan telrhadap Anak yang Belrkonflik delngan 

Hulkulm (ABH) yang belrtuljulan ulntulk pelngalihan prosels pada sistelm 

pelnyellelsaian pelrkara anak yang panjang dan sangat kakul. Meldiasi ataul dialog 

ataul mulsyawarah selbagai bagian yang tidak telrpisahkan dalam divelrsi ulntulk 

                                                   
39 Benihormoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak. (Cet, I; Yogyakarta: 

2019), hal 149. 
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melncapai keladilan relstoratif.40 Divelrsi haruls dilaksanakan di dalam seltiap 

tingkatan pelmelriksaan, mullai dari pelnyidikan, pelnulntultan, hingga pelme lriksaan 

di pelngadilan. Dan Divelrsi dapat dilakulkan di selmula pelrkara, telrmasulk dalam 

victimlelss crimel 

Mulsyawarah Divelrsi adalah pelnyellelsaian tindak pidana anak mellaluli 

konselp dialog antara selmula pihak selhingga melnjadi sulatul pelrtimbangan yang 

sangat pelnting dalam melnyellelsaikan pelrkara pidana dalam melngeldelpankan 

keladilan relstoratif. Dialog ataul mulsyawarah adalah selbagai bagian yang tidak 

telrpisahkan dalam divelrsi ulntulk melncapai keladilan relstoratif, selhingga 

dipelrlulkan fasilitator dalam mellakulkan mulsyawarah divelrsi yakni hakim yang 

ditulnjulk olelh Keltula Pelngadilan ulntulk melnangani pelrkara anak yang 

belrsangkultan.  

Dalam mulsyawarah divelrsi, jika kelselpakatan divelrsi tidak dilaksanakan 

selpelnulhnya olelh para pihak belrdasarkan laporan dari Pelmbimbing 

Kelmasyarakatan Balai Pelmasyarakatan, maka Hakim mellanjultkan pelmelriksaan 

pelrkara selsulai delngan Hulkulm Acara Pelradilan Pidana Anak. Hakim dalam 

melnjatulhkan pultulsannya wajib melmpelrtimbangkan pellaksanaan Selbagian 

kelselpakatan divelrsi. Bila dipandang pelrlul, fasilitator divelrsi dapat melmanggil 

pelrwakilan masyarakat maulpuln pihak lain ulntulk melmbelrikan informasi ulntulk 

melndulkulng pelnyellelsaian dan/ataul dapat mellakulkan pelrtelmulan telrpisah 

                                                   
40 https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/14720-apa-itu-diversi diakses tgl 20 Januari 

2024, pkl 22.00 WIB. 

https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/14720-apa-itu-diversi
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(Kaulkuls). Kaulkuls adalah pelrtelmulan telrpisah antara fasilitator divelrsi delngan 

salah satul pihak yang dikeltahuli olelh pihak lainnya.41 

Pellaksanaan divelrsi dilatarbellakangi kelinginan melnghindari elfelk 

nelgatif telrhadap jiwa dan pelrkelmbangan anak olelh keltelrlibatannya delngan 

sistelm pelradilan pidana. Pellaksanaan divelrsi olelh aparat pelnelgak hulkulm 

didasari olelh kelwelnangan aparat pelnelgak hulkulm yang diselbult discreltion ataul 

dalam bahasa Indonelsia diskrelsi. Delngan pelnelrapan konselp divelrsi belntulk 

pelradilan formal yang ada sellama ini lelbih melngultamakan ulsaha melmbelrikan 

pelrlindulngan bagi anak dari tindakan pelmelnjaraan. 

Nelgara melmiliki kelwelnangan dikrelsional ulntulk mellakulkan pelngalihan 

(divelrsi) anak yang belrkonflik delngan hulkulm dari prosels pelradilan pidana 

formal kel prosels pelrdamaian di lular pelrsidangan. Seldapat mulngkin anak 

dihindari dari tindakan pelnangkapan, pelnahanan dan pelmelnjaraan, hal telrselbult 

selharulsnya selbagai ulpaya telrakhir. Divelrsi melrulpakan prosels diskrelsi yang 

dilakulkan komponeln sistelm pelradilan pidana (Kelpolisian, Keljaksaan, Pihak 

Pelngadilan) yang dituljulkan kelpada anak yang belrkonflik delngan hulkulm. 

Divelrsi melrulpakan kelbijakan yang dilakulkan ulntulk melnghindarkan pellaku l 

dari sistelm pelradilan pidana formal. 

Divelrsi selbagai altelrnatif pelnyellelsaian pelrkara bagi anak yang 

belrkonflik delngan hulkulm melmiliki tuljulan ataul pelndelkatan keladilan 

                                                   
41 https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-

pidana-anak.html diakses tgl 20 Januari 2024, pkl 22.20 WIB. 

https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html
https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html
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relstorativel. Pelndelkatan Keladilan relstoratif ataul Relstorativel Julsticel melrulpakan 

sulatul prosels pelnyellelsaian selngkelta di lular pelngadilan pada dasarnya tellah 

melngakomodir selcara selmpulrna belrbagai tuljulan selbagaimana dimiliki 

lelmbaga pelradilan dalam melnyellelsaikan pelrkara. Relstorativel Julstice l 

melrulpakan istilah hulkulm dalam Bahasa Inggris yang tellah ulmulm dikelnal di 

Indonelsia selbagai keladilan relstoratif. Treln pelnggulnaan istilah-istilah Bahasa 

Inggris di Indonelsia tampak suldah melrasulk kel belrbagai bidang disiplin 

kelilmulan telrmasulk Ilmul Hulkulm.42 

Melnulrult Hanafi Arielf dan Ningrulm Ambasari pelngelrtian Relstorative l 

Julsticel adalah sulatul pelndelkatan keladilan yang melngfokulskan kelbultulhan dari 

pada para korban, pellakul keljahatan, dan julga mellibatkan pelran selrta 

masyarakat, dan tidak selmata-mata melme lnulhi keltelntulan hulkulm ataul 

pelnjatulhan pidana. Dalam hal ini korban julga dilibatkan di dalam prosels, 

selmelntara pellakul keljahatan julga didorong ulntulk melmpelrtanggulng jawabkan.  

Pelrkelmbangan sistelm dan meltodel pelnelgakkan hulkulm di indonelsia dapat 

melnulnjulkkan bahwa lelbih celndelrulng melngikulti pelrkelmbangan masyarakat 

telrultama delngan adanya konselp relstorativel julsticel yang dimana keladilan 

selbagai belntulk kelselimbangan dalam hidulp manulsia maka dari itul di 

telrbitkanlah sulrat eldaran telrselbult.43  

                                                   
42  Anwarsyah Nur, Bahasa Inggris Hukum, Citapustaka Media, Bandung, 2014, hal. 14 
43  Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

Semarang, 2013, hlm. 76 
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Telrkait divelrsi, divelrsi dilakulkan ulntulk mellindulngi hak-hak anak. 

Pelrgelselran ini tampaknya ulntulk melnghindari stigmatisasi yang melrulgikan 

telrhadap anak-anak. Delngan divelrsi, aparat pelnelgak hulkulm mullai dari 

kelpolisian, keljaksaan, dan pelngadilan melmpulnyai kelwelnangan ulntulk 

melngalihkan prosels hulkulm dari prosels pelradilan formal yang ada. Prosels 

pelnangana pultulsan pidana dinilai bellulm melnjadi solulsi telrbaik dalam 

melngatasi pelrilakul kriminal anak. Hal ini selsulai delngan tuljulan pelradilan 

pidana, yaitul melwuljuldkan pelradilan pidana yang belnar-belnar melnjamin 

pelrlindulngan kelpelntingan telrbaik bagi anak. Olelh karelna itul, pelnting ulntulk 

melmpelrhatikan dalam melnangani keljahatan yang mellibatkan anak, karelna 

delngan maka pelrlindulngan telrhadap hak-hak anak yang belrmasalah delngan 

hulkulm dapat lelbih telrjamin dan dapat melnghindarkan anak dari stigma nelgatif 

selbagai “anak-anak nakal.” Karelna tindak pidana yang mellibatkan pellakul anak 

bisa ditangani tanpa mellaluli proseldulr hulkulm formal yang ada. 

 

B. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 

 

Anak pellakul tindakan pellanggaran hulkulm dalam hal ini diselbult selbagai 

Anak Belrkonflik delngan Hulkulm (ABH) ataul dalam belbelrapa sulmbelr lain 

diselbult delngan Anak yang Belrmasalah delngan Hulkulm (ABH). Belrdasarkan 

UlUl No 11 Tahuln 2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak, Anak yang 

Belrkonflik delngan Hulkulm yang sellanjultnya diselbult selbagai Anak adalah anak 
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yang tellah belrulmulr 12 tahuln, teltapi bellulm belrulmulr 18 tahuln yang didulga 

mellakulkan tindak pidana. Delfinisi telrselbult lelbih dipelrjellas lagi dalam pasal 1 

ayat 2 bahwa Anak yang Belrhadapan delngan Hulkulm adalah anak yang 

belrkonflik delngan hulkulm, anak yang melnjadi korban tindak pidana, dan anak 

yang melnjadi saksi tindak pidana. Anak yang Belrkonflik delngan Hulku lm 

(ABH) julga didelfinisikan selbagai anak yang mellakulkan ataul didulga mellakulkan 

tindak kriminal dan melrelka ditulntult ulntulkbelrtanggulng jawab di hadapan 

hulkulm atas pelrbulatannya selhingga melrelka haruls telrlibat dalam prosels hulkulm 

selpelrti pelnyidikan, pelnulntultan, pelmelriksaan, sidang pelngadilan, dan banyak 

diantaranya yang haruls melnjalani hulkulman di dalam pelnjara. 

Kelbijakan pelnelgakan hulkulm (law elnforcelmelnt policy) melrulpakan 

bagian dari kelbijakan sosial (social policy) telrmasulk didalamnya kelbijakan 

lelgislatif (lelgislativel policy). Kelbijakan pelnanggullangan keljahatan (criminal 

policy) adalah bagian dari kelbijakan pelnelgakan hulkulm (law elnforcelmelnt 

policy). Pellaksanaan kelbijakan pelnelgakan hulkulm (Law elnforcelmelnt policy) 

telrhadap pelnanggullangan keljahatan mellibatkan selmula komponeln yang telrmulat 

dalam sulatul sistelm hulkulm (lelgal systelm).44 

Telknologi yang selmakin modelrn sellain melnulnjulkkan kelulnggullannya 

dan melmbelrikan kelmuldahan ulntulk manulsia, disisi lain julga telknologi 

melmpulnyai pelngarulh nelgatif yang sangat belsar ulntulk kalangan masyarakat 

telrultama para relmaja yang akan melranjak delwasa yang masih melncari jati 

                                                   
44 Dr Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 13 
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dirinya ulntulk melnjadi diri selndiri. Pelngarulh nelgatif ini melmbelrikan dampak 

yang sangat belsar ulntulk para relmaja selhingga melnyelbabkan banyaknya 

keljahatan yang selring dilakulkan olelh anak relmaja yang masih duldulk dibangku l 

SMP dan SMA. Akibat rasa ingin tahul tanpa didampingi dan bimbingan yang 

positif dari orang tula selhingga melrelka (anak-anak relmaja) melncari tahul delngan 

jalan yang tidak selsulai delngan kaidah Islam maulpuln atulran hulkulm yang 

belrlakul. 

Anak-anak yang belrkonflik delngan hulkulm, telrmasulk relsidivis anak, 

belrhak dipelrlakulkan delngan cara yang melmpromosikan relintelgrasi melrelka dan 

anak yang melngambil pelran konstrulktif dalam masyarakat. Dalam pelndapat 

komitel, kelwajiban nelgara-nelgara pihak ulntulk melmpromosikan langkah-

langkah pelnanganan anak-anak yang belrkonflik delngan hulkulm tanpa 

melnggulnakan prosels pelradilan belrlakul, teltapi telntul saja tidak telrbatas pada 

anak-anak yang mellakulkan pellanggaran ringan, selpelrti melngultil atau l 

pellanggaran propelrti lainnya.  

Anak yang belrkonflik delngan hulkulm, dapat didelfinisikan anak yang 

disangka, dituldulh, ataul diakuli selbagai tellah mellanggar Ulndang-Ulndang 

Hulkulm Pidana (Pasal. 40 ayat (1), Konvelnsi Hak Anak). Dalam pelrspelktif 

Konvelnsi Hak Anak, anak yang belrkonflik delngan hulkulm dikatelgorikan 

selbagai anak dalam situlasi khulsuls. UlNICE lF melnyelbult bahwa anak dalam 

kellompok ini selbagai childreln in elspelcially difficullt circulmstancels (CE lDC) 

karelna kelbultulhan-kelbultulhannya tidak telrpelnulhi, relntan melngalami tindak 
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kelkelrasan, belrada dilular lingkulngan kellularga ataul belrada pada lingkulp otoritas 

institulsi nelgara, melmbultulhkan protelksi belrulpa relgullasi khulsuls dan 

melmbultulhkan pelrlindulngan dan kelamanan diri. Kelbultulhan-kelbultulhan telrselbult 

tidak dapat dipelnulhi karelna anak tidak melndapatkan pelrlindulngan dan 

pelrawatan yang layak dari orang delwasa yang belrada dilingkulngan telmpat 

dimana anak biasanya melnjalani hidulpnya. 

Langkah-langkah ataul ulpaya konkrit dari selmula instansi pellaksana yang 

telrkait delngan ulpaya pelnanganan anak yang belrhadapan delngan hulkulm tellah 

dilakulkan namuln bellulm melnulnjulkkan hasil yang signifikan dalam melmbelrikan 

dulkulngan telrhadap pelrlindulngan hak-hak anak dalam situlasi pelmelnjaraan. 

Anak yang melngalami pelrkara delngan hulkulm, dalam prosels pelradilan masih 

dipelrlulkan dan diprosels dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan yang pada saat 

ini belrlakul dan bellulm melnelrapkan konselp divelrsi and relstrorativel julstice l 

(keladilan relstoratif) yaitul selcara garis belsar melmbelrikan ulpaya pelrlindulngan 

telrbaik ulntulk anak. 

 

C. Pengertian Perlindungan Anak 

 

Seltiap anak melmpulnyai harkat dan martabat yang patult dijulnjulng tinggi 

dan seltiap anak yang telrlahir haruls melndapatkan hak-haknya tanpa anak 

telrselbult melminta. Dalam keltelntulan Pasal 1 angka 2 Ulndang-Ulndang Nomor 35 

Tahuln 2014 telntang pelrulbahan atas Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 2002 
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telntang Pelrlindulngan Anak melnelntulkan bahwa pelrlindulngan anak adalah 

selgala kelgiatan ulntulk melnjamin dan mellindulngi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidulp, tulmbulh, belrkelmbang, dan belrpartisipasi, selcara optimal selsulai 

delngan harkat dan martabat kelmanulsiaan, selrta melndapat pelrlindulngan dari 

kelkelrasaan dan diskriminasi.  

Pelrlindulngan dan pelnelgakan Hak Asasi Manulsia melrulpakan kelwajiban 

selmula pihak tanpa telrkelculali, baik nelgara maulpuln warga nelgara. Dalam ulpaya 

telrwuljuldnya pelrlindulngan hak asasi manulsia, pelmelrintah melmiliki tulgas ulntulk 

melnghormati, mellindulngi, dan melnelgakkan.45 Kulalitas pelrlindulngan telrhadap 

anak helndaknya melmiliki delrajat ataul tingkat yang minimal sama delngan 

pelrlindulngan telrhadap orang delwasa, karelna seltiap orang melmiliki kelduldulkan 

yang sama di delpan hulkulm (elqulality belforel thel law). Melnulrult pelnullis, 

pelrlindulngan anak melrulpakan ulpaya-ulpaya yang melndulkulng telrlaksananya 

hak-hak dan kelwajiban anak itul selndiri. Olelhk arelna itul, selorang anak yang 

melmpelrolelh dan melmpelrtahankan hak ulntulk tulmbulh dan belrkelmbang dalam 

hidulp selcara belrimbang dan positif, belrarti melndapat pelrlakulan selcara adil dan 

telrhindar dari ancaman yang melrulgikan. Ulsaha-ulsaha pelrlindulngan anak dapat 

melrulpakan sulatul tindakan hulkulm yang melmpulnyai akibat hulkulm, selhingga 

melnghindarkan anak dari tindakan orang tula yang selwelnang-welnang.  

Pelrlidulngan hulkulm telrhadap anak melrulpakan kelwajiban bagi kita 

                                                   
45 Philip Alston, Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, 

Yogyakarta, 2015, hal. 271. 
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selmula melngingat anak selbagai gelnelrasi pelnelruls bangsa yang melmiliki pelranan 

stratelgis dalam melwuljuldkan cita-cita bangsa, olelh selbab itul anak haru ls 

melndapatkan pelmbinanaan dan pelrlindulngan selhingga melrelka dapat tulmbu lh 

dan belrkelmbang delngan baik. Anak telrmasulk kellompok yang relntan telrhadap 

telrjadinya sulatul tindak pidana baik selbagai korban, saksi, maulpuln selbagai 

pellakul dari sulatul tindak pidana. 

Pelrlindulngan telrhadap anak yang mellanggar hulkulm dalam prosels 

pelradilan pidana selringkali dipandang tulndulk dan celndelrulng melrulgikan anak 

dalam kasuls anak, anak telrkadang melnjadi pellakul, korban dan saksi dari sulatul 

pelrbulatan yang pelrlul melndapat hulkulman belrat dan haruls dilakulkan olelh orang 

yang melmahami pelrmasalahan anak dalam Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahu ln 

2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak. Ulpaya pelrlindulngan anak yang 

mellanggar hulkulm tellah banyak melngalami kelmajulan, prosels pelnyelle lsaian 

pelrkara anak tidak hanya dapat disellelsaikan mellaluli prosels hulkulm, namuln julga 

dapat disellelsaikan di lular prosels pelradilan mellaluli divelrsi delngan pelndelkatan 

relstorativel julsticel. 

Anak dalam pelmaknaan yang ulmulm melndapat pelrhatian tidak saja 

dalam bidang ilmul pelngeltahulan (thel body of knowleldgel), namuln julga dapat di 

tellaah dari sisi pandang selntralisasi kelhidulpan. Selpelrti Agama, Hulkulm, dan 
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Sosiologi yang melnjadikan pelngelrtian anak selmakin rasional dan actulal dalam 

lingkulnga sosial.46  

Mellindulngi anak pada hakikatnya adalah mellindulngi hak asasinya, 

mellindulngi hak asasi anak dipelrlakulkan belrbelda delngan hak asasi orang 

delwasa, karelna seljak dalam kandulngan ibulnya, anak dilahirkan, tulmbulh dan 

belrkelmbang. Pelrkelmbangan anak hingga delwasa masih melmelrlulkan pelrlakulan 

khulsuls, gizi yang baik, kelselhatan, pelndidikan, kelamanan, keltakultan, pelkelrjaan 

dan tidak adanya kelcelmasan, selrta kelbahagiaan.  

Ulpaya pelrlindulngan anak dibagi melnjadi pelrlindulngan selcara langsulng 

dan pelrlindulngan selcara tidak langsulng dan selcara yulridis dan non yulridis. 

Ulpaya selcara langsulng selpelrti pelngadaan selsulatul agar anak telrlindulngi dan 

sellamat dari selsulatul yang melmbahayakan, dan sulatul pelncelgahan agar anak 

tidak dirulgikan atas pelrbulatan orang lain. Seldangkan pelrlindulngan tidak 

langsulng mellipulti pelncelgahan orang lain yang melrulgikan, dan melngorban 

kelpelntingan anak mellaluli sulatul pelratulran pelrulndang-ulndangan, pelningkatan 

melngelnai pelngelrtian anak yang belnar dan telpat, selrta hak dan kelwajibannya, 

dan pelngadaan selsulatul yang melngulntulngkan bagi anak, dan mellakulkan 

pelmbinaan baik selcara melntal, fisik, dan sosial telrhadap masyarakat sellain anak 

yang telrlibat dalam ulpaya pellaksanaan pelrlindulngan anak. 

                                                   
46 Layyin Mahfiana, Anak dalam Perlindungan Hukum, (Cet I; Ponorogo, Stain Pres 

Ponorogo, 2012), hal. 7 
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Kelgiatan ulpaya pelrlindulngan hulkulm telrhadap anak melrulpakan kelgiatan 

hulkulm yang belrakibat hulkulm. Maka dari itul, dipelrlulkan jaminan hulkulm ulntulk 

telrcapainya kelgiatan pelrlindulngan telrhadap anak. Dan dipelrlulkan adanya 

kelpastian hulkulm bagi pellaksana kelgiatan pelrlindulngan anak agar ulntulk 

melncelgah telrjadinya selbulah pellanggaran yang akan melngakibatkan hal nelgatif 

yang tidak diinginkan. 

Pelrlindulngan telrhadap anak diatulr dalam Pasal 2 Ulndang-ulndang 

Nomor 35 tahuln 2014 telntang pelrulbahan Ulndang-ulndang No. 23 Tahuln 2002 

Telntang pelrlindulngan anak yang belrasaskan pancasila dan belrlandaskan 

Ulndang-ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945 selrta prinsip-

prinsip Konvelnsi Hak- hak Anak mellipulti:  

a. Non diskriminasi;  

b. Kelpelntingan yang telrbaik bagi anak;  

c. Hak ulntulk hidulp, kellangsulngan hidulp, dan pelrkelmbangan; dan Pelnghargaan 

telrhadap pelndapat anak.  

Sulatul pelrlindulngan dapat dikatakan selbagai pelrlindulngan, jika 

melmelnulhi ulnsulr-ulnsulr selbagai belrikult:  

a. Adanya pelngayoman telrhadap warga nelgara  

b. Adanya jaminan kelpastian hulkulm  

c. Belrkaitan delngan hak-hak Warga Nelgara  

d. Adanya sanksi Hulkulman.  
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   Melnulrult Arif Gosita, pelrlindulngan anak haruls melmbawa kelpastian 

hulkulm yang haruls diulsahakan delmi kellangsulngan kelgiatan pelrlindulngan anak, 

melncelgah belrbagai pelnyellelwelngan yang melnimbullkan elfelk nelgatif dari 

belrbagai tindak yang tidak diinginkan dalam pelrlindulngan anak. Abdull Hakim 

Garulda Nulsantara, belrpelndapat masalah pelrlindulngan telrhadap anak 

melrulpakan pelndelkatan ulntulk mellindulngi anak-anak Indonelsia, pelrlindulngan 

bagi anak tidak hanya selcara yulridis akan teltapi pelrlulnya pelndelkatan selcara 

lulas, elkonomi, sosial, dan kelbuldayaan bagi anak. Pelrlindulngan bagi anak 

melmiliki belbelrapa dasar, yaitul:  

a. Dasar Filosofis, Pancasila selbagai dasar kelgiatan dalam belrbagai kelhidulpan 

kelkellulargaan, belrmasyarakat, belrnelgara, dan belrbangsa, selbagai dasar 

Filosofis dalam pellaksanaan pelrlindulngan anak;  

b. Dasar Eltis, Pellaksanaan dalam pelrlindulngan anak haruls selsulai delngan eltika 

yang belrkaitan ulntulk melncelgah pelrilakul pelnyimpangan pellaksanaan 

kelwelnangan, kelkulasaan, kelkulatan dalam pellaksanaan pelrlindulngan anak;  

c. Dasar Yulridis, Pellaksanaan Pelrlindulngan telrhadap anak haruls belrdasarkan 

UlUlD 1945 dan belrbagai atulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul, 

pelnelrapan selcara yulridis haruls selcara intelgrasi, delngan pelnelrapan yang 

melnyangkult pelrulndang- ulndangan dari belrbagai aspelk bidang hulkulm yang 

melmiliki keltelrkaitan. 
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Pellaksanaan pelrlindulngan hulkulm haruls melmelnulhi syarat yang 

melngelmbangkan kelbelnaran, keladilan, kelseljahtelraan telrhadap anak, melmpulnyai 

landasan yang positif dalam filsafat, eltika dan hulkulm, selcara rasional positif 

dapat dipelrtanggulngjawabkan, dan belrmanfaat bagi yang belrsangkultan. 

Pelrlindulngan anak dilakulkan selcara langsulng dan tidak langsulng, dalam 

kelgiatan langsulng selpelrti sasaran pelnanganan langsulng kelpada anak yang 

ditulnjulkkan, dalam kelgiatan belrulpa melmbina, melndidik dan belrbagai ancaman 

yang ada dilular dan diri anak, pelrlindulngan anak selcara tidak langsulng dalam 

kelgiatan ditulnjulkkan kelpada anak. pellaksanaan pelrlindulngan anak 

melngultamakan pelrspelktif kelpelntingan yang diatulr bulkan pelrspelktif 

kelpelntingan yang 24 melngatulr, dan tidak belrsifat insidelntal maulpuln 

komplelmelntelr, yang haruls dilakulkan selcara konsisteln, yang melrulpakan wadah 

keladilan bagi anak-anak di Indonelsia.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
47 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia, Cet Ke-4 PT Refika Aditama, Bandung 2014, hal. 42 
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BAB III 

PERATURAN PELAKSANAAN DIVERSI BERDASARKAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN 

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI PEMBANDING 

HUKUM NASIONAL 

 

A. Ketentuan umum dan Tujuan Diversi Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 

 

Melnulrult Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia, yang dimaksuld delngan 

sistelm adalah pelrangkat ulnsulr yang selcara telratulr saling belrkaitan selhingga 

melmbelntulk sulatul totalitas. Satjipto Rahardjo dalam bulkulnya ilmul hulkulm 

melngelmulkakan melngelnai pelmahaman yang ulmulm telntang sistelm. Belliau l 

melngatakan bahwa sistelm adalah sulatul kelsatulan yang belrsifat komplelks, 

yang telrdiri atas bagian-bagian yang belrhulbulngan satul sama lain. Pelmahaman 

yang delmikian itul hanya melnelkankan pada ciri keltelrhulbulngan dari bagian-

bagiannya, teltapi melngabaikan cirinya yang lain, yaitul bahwa bagian-bagian 

telrselbult belrsama selcara aktif ulntulk melncapai tuljulan pokok dari kelsatulan 

telrselbult. Apabila sulatul sistelm itul ditelmpatkan pada pulsat pelngamatan yang 

delmikian itul, maka pelngelrtian-pelngelrtian dasar yang telrkandulng didalamnya 

adalah selbagai belrikult : 

1. Sistelm itul belrorielntasi kelpada tuljulan. 

2. Kelsellulrulhan adalah lelbih dari selkadar julmlah dari bagian-bagiannya 

(wholism). 
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3. Sulatul sistelm belrintelraksi delngan sistelm yang lelbih belsar yang 

lingkulngannya (keltelrbulkaan sistelm). 

4. Belkelrjanya bagian-bagian dari sistelm itul melnciptakan selsulatulyang 

belrharga (transformasi). 

5. Masing-masing bagian haruls cocok satul sama lain (keltelrhulbulngan). 

6. Ada kelkulatan pelmelrsatul yang melngikat sistelm itul (melkanismel control) 

 

Melnulrult Seltyo Wahyuldi dalam diselrtasinya, yang dimaksuld delngan 

sistelm pelradilan pidana anak adalah sistelm pelnelgakkan hulkulm pelradilan 

pidana anak yang telrdiri atas sulbsistelm nyidikan anak, sulbsistelm pelnulntultan 

anak, sulbsistelm pelmelriksaan hakim anak, dan sulbsistelm pellaksanaan sanksi 

hulkulm pidana anak yang belrlandaskan hulkulm pidana matelril anak dan hulku lm 

pidana formal anak dan hulkulm pellaksanaan sanksi hulkulm pidana anak. 

Dalam hal ini tuljulan sistelm pelnelgakan pelradilan pidana anak ini melnelkankan 

pada tuljulan kelpelntinga pelrlindulngan dan kelseljahtelraan anak. Telrhadap apa 

saja yang dimaksuldkan delngan sistelm pelradilan pidana anak telrselbult, UlUl No. 

11 Tahuln 2012 sama selkali tidak melmbelrikan pelnjellasan lelbih lanjult. 

Hanya saja dari keltelntulan  yang telrdapat dalam pasal 1 angka 1 UlUl 

No. 11 Tahuln 2012 telrselbult dapat dikeltahuli apa yang dikelhelndaki ole lh 

pelmbelntulk ulndang-ulndang. Kelhelndak dari pelmbulat ulndang-ulndang adalah  

bahwa kelsellulrulhan prosels pelnyellelsaian pelrkara anak yang belrhadapan 

delngan hulkulm mullai tahap pelnyellidikan delngan tahap pelbimbingan seltellah 
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melnjalani pidana haruls dilaksanakan selbagai sulatul sistelm delngan melngikulti 

melnulrult keltelntulan yang telrdapat dalam UlUl No. 11 Tahuln 2012. 

Divelrsi adalah pelngalihan pelnyellelsaian pelrkara Anak dari prosels 

pelradilan pidana kel prosels di lular pelradilan pidana.  

Pasal 6 

Divelrsi belrtuljulan:  

a. melncapai pelrdamaian antara korban dan Anak;  

b. melnyellelsaikan pelrkara Anak di lular prosels pelradilan;  

c. melnghindarkan Anak dari pelrampasan kelmelrdelkaan;  

d. melndorong masyarakat ulntulk belrpartisipasi; dan  

el. melnanamkan rasa tanggulng jawab kelpada Anak.48 

Pasal 7 

(1) Pada tingkat pelnyidikan, pelnulntultan, dan pelmelriksaan pelrkara Anak di 

pelngadilan nelgelri wajib diulpayakan Divelrsi.  

(2) Divelrsi selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak 

pidana yang dilakulkan:  

a. diancam delngan pidana pelnjara di bawah 7 (tuljulh) tahuln; dan  

b. bulkan melrulpakan pelngullangan tindak pidana. 

Dalam pellaksanaan divelrsi di Indonelsia, telrdapat syarat-syarat yang 

dijadikan peldoman olelh aparat pelnelgak hulkulm. Adapuln syarat-syarat divelrsi 

                                                   
48 Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
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telrcantulm dalam Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2012 Telntang Siste lm 

Pelradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang melnelntulkan selbagai belrikult:  

1. Prosels Divelrsi dilakulkan mellaluli mulsyawarah delngan mellibatkan Anak dan 

orang tula/Walinya, Pelmbimbing Kelmasyarakatan, dan Pelkelrja Sosial 

Profelsional belrdasarkan pelndelkatan Keladilan Relstoratif.  

2. Dalam hal dipelrlulkan, mulsyawarah selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) 

dapat mellibatkan Telnaga Kelseljahtelraan Sosial, dan/ataul masyarakat.  

3. Prosels Divelrsi wajib melmpelrhatikan:  

a. Kelpelntingan korban.  

b. Kelseljahtelraan dan tanggulng jawab Anak.  

c. Pelnghindaran stigma nelgatif.  

d. Pelnghindaran pelmbalasan.  

el. Kelharmonisan masyarakat.  

f. Kelpatultan, kelsulsilaan, dan keltelrtiban ulmulm.  

Kelmuldian dalam Pasal 9 Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2012 

Telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak, telrdapat julga keltelntulan melngelnai 

pellaksanaan divelrsi selbagai belrikult:  

1. Pelnyidik, Pelnulntult Ulmulm, dan Hakim dalam mellakulkan Divelrsi haruls 

melmpelrtimbangkan:  

a. Katelgori tindak pidana.  

b. Ulmulr anak.  

c. Hasil pelnellitian kelmasyarakatan dari Bapas.  
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d. Dulkulngan lingkulngan kellularga dan masyarakat.  

2. Kelselpakatan Divelrsi haruls melndapatkan pelrseltuljulan korban dan/atau l 

kellularga Anak Korban selrta kelseldiaan Anak dan kellularganya, kelculali ulntulk:  

a. Tindak pidana yang belrulpa pellanggaran.  

b. Tindak pidana ringan. 

c. Tindak pidana tanpa korban.  

d. Nilai kelrulgian korban tidak lelbih dari nilai ulpah minimulm provinsi 

seltelmpat.  

Adapuln belbelrapa kritelria tindak pidana yang mellibatkan anak selbagai 

pellakul, yang haruls diulpayakan pelnyellelsaiannya delngan pelndelkatan prinsip 

divelrsi adalah 

a. Katelgori tindak pidana yang diancam delngan sanksi pidana sampai delngan 1 

(satul) tahuln haruls diprioritaskan ulntulk ditelrapkan divelrsi, tindak pidana 

yang diancam delngan sanksi pidana di atas 1 (satul) tahuln sampai delngan 5 

tahuln dapat dipelrtimbangkan ulntulk mellakulkan divelrsi, selmula kasuls 

pelnculrian haruls diulpayakan pelnelrapan divelrsi kelculali melnyelbabkan ataul 

melnimbullkan kelrulgian yang telrkait delngan tulbulh dan jiwa.  

b. Melmpelrhatikan ulsia pellakul, selmakin mulda ulsia pellakul, maka ulrgelnsi 

pelnelrapan prinsip divelrsi selmakin dipelrlulkan.  

c. Hasil pelnellitian dari BAPAS, bila ditelmulkan faktor pelndorong anak telrlibat 

dalam kasuls pidana adalah faktor yang ada di lular kelndali anak maka 

ulrgelnitas pelnelrapan prinsip divelrsi selmakin dipelrlulkan.  
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d. Kelrulgian yang ditimbullkan olelh tindak pidana anak, bila akibat yang 

ditimbullkan belrsifat kelbelndaan dan tidak trelkait delngan tulbulh dan nyawa 

selselorang maka ulrgelnsitas pelnelrapan divelrsi selmakin dipelrlulkan.  

el. Tingkat kelrelsahan masyarakat yang diakibatkan olelh pelrbulatan anak.  

f. Pelrseltuljulan korban/kellularga.  

g. Kelseldiaan pellakul dan kellularganya.  

h. Dalam hal anak mellakulkan tindak pidana belrsama-sama orang delwasa 

maka orang delwasa haruls diprosels hulkulm selsulai delngan proseldulr biasa. 

 

B. Pedoman Pelaksanaan Diversi di tingkat Pengadilan Berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

 

Relstorativel julsticel adalah pelradilan yang melnelkankan pelrbaikan atas 

kelrulgian yang diselbabkan ataul telrkait delngan tindak pidana. Relstorativel julstice l 

dilakulkan mellaluli prosels koopelratif yang mellibatkan selmula pihak 

(stakelholdelr). Melnulrult M.Taulfik Makaro, Keladilan relstoratif adalah telori 

keladilan yang melnelkankan pelrbaikan kelrulsakan yang diselbabkan olelh pelrilaku l 

kriminal. Yang paling baik hal ini dilakulkan mellaluli prosels kelrjasama yang 

melncakulp selmula pihak yang belrkelpelntingan. 

Saat ini, selringkali telrdapat paradigma yang salah telntang sistelm 

relstorativel julsticel adalah ‘melmbelli kelbelbasan’. Inti relstorativel julstice l 
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selbeltullnya lelbih kelpada pelmullihan dan intelgrasi pellakul kel masyarakat, selpelrti 

selolah-olah dia kelmbali kel masyarakat selpelrti bellulm mellakulkan tindak pidana.  

Relstorativel julsticel melrulpakan altelrnatif ataul cara lain pelradilan kriminal 

delngan melngeldelpankan pelndelkatan intelgrasi pellakul di satul sisi dan 

korban/masyarakat dilain sisi selbagai satul kelsatulan ulntulk melncarisolulsi selrta 

kelmbali pada pola hulbulnganbaik dalam masyarakat. Nama lain darisistelm 

relstorativel julsticel adalah pidanapelmaafan. Jadi filosofis yang 

dikeldelpankanadalah lelbih kelpada pelmaafan, bulkanmasalah ganti rulgi. 

Relstorativel julsticelmelnawarkan cara bagaimana agar anaktidak telr-stigmatisasi 

delngan pelradilanpidana, dan melndapat pelrlakulan yang lelbihbaik daripada 

selkeldar pelnjatulhan sanksipidana selrta melnyellelsaikan pelrsoalan yangmelrelka 

hadapi delngan melngeltahuli latarbellakang melrelka mellakulkan tindak pidana. 

Belntulk pelnye llelsaian konflik mellalulirelstorativel julsticel tidak hanya 

melngadilidan melnghulkulm pellakul delngan sulatulpelmbalasan, teltapi lelbih 

melngeldelpankanpada telrpullihkannya keladaan selmulla ataulkondisi normal dari 

korban, pellakul, kellulargapellakul/korban ataulpuln stakelholdelr lainnyayang 

belrkelpelntingan. Keladilan ini di satul sisidapat melnjellaskan bahwa apa yang 

dilakulkanolelh pellakul tidak dapat dibelnarkan selcarahulkulm, namuln di sisi lain 

julga mellindulngidan melnghormati hak-hak individul yanglelbih melndasar. 

Ada tiga prinsip dasar yang melmbelntulk relstorativel julsticel, yaitul: 

 (1) telrjadi pelmullihan kelpada melrelka yang melndelrita kelrulgian akibat 

keljahatan;  
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(2) pellakul melmiliki kelselmpatan ulntulk telrlibat dalam pelmullihan keladaan; dan  

(3) pelngadilan belrpelran ulntulk melnjaga keltelrtiban ulmulm dan masyarakat 

belrpelran ulntulk mellelstarikan pelrdamaian yang adil. 

Dari prinsip dasar yang melmbelntulk sistelm relstorativel julsticel telrselbult, 

maka dapat dikeltahuli bahwa relstorativel julsticel akan melmbelrikan timbal balik 

bagi pellakul maulpuln korban maulpuln orang-orang yang telrlibat didalamnya. 

Prinsip divelrsi  anak pellakul wajib melngakuli tindak pidana yang dilakulkannya, 

pelngakulan yang disampaikan olelh anak disampaikan selcara sulka rella, dan tidak 

bolelh ada ulnsulr paksaan dari siapapuln, tanpa adanya pelngakulan anak atas 

kelsalahan yang dilakulkannya, maka prosels divelrsi tidak dapat dilakulkan. 

 Di dalam relstorativel julsticel julga melmulgkinkan adanya pidana pelnjara 

apabila sanksi telrselbult melrulpakan tulntultan korban dan dianggap bahwa delngan 

mellakulkan hulkulman telrselbult pellakul dianggap melmpelrtanggulngjawabkan 

tindakannya. Jadi sangat banyak variasi daripelnyellelsaian pelrkara mellalu li 

relstorativeljulsticel didalam maulpuln dilular sistelmpelradilan. Konselp divelrsi dan 

relstorativel julsticel melrulpakan belntulk altelrnatif pelnyellelsaian tindak pidana yang 

diarahkan kelpada pelnyelle lsaian selcara informal delngan mellibatkan selmula pihak 

yang telrkait dalam tindak pidana yang telrjadi.  

Pelnyellelsaian delngan konselp divelrsi dan relstorativel julsticel melrulpakan 

sulatul belntulk pelnyellelsaian tindak pidana yang tellah belrkelmbang di belbelrapa 

nelgara dalam melnanggullangi keljahatan. Pelrlindulngan anak belrtuljulan ulntulk 

melnjamin telrpelnulhinya hak-hak anak agar dapat hidulp, tulmbulh, belrkelmbang 
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dan belrpartisipasi selcara optimal selsulai delngan harkat dan martabat 

kelmanulsiaan selrta melndapat pelrlindulngan dari kelkelrasan dan diskriminasi, 

delmi telrwuljuldnya anak Indonelsia yang belrkulalitas, belrakhlak mullia dan 

seljahtelra.  

Pellaksanaan relstorativel julsticeldapat dilakulkan apabila syarat-

syarattelrjadinya relstorativel julsticel telrpelnulhi,yaitul: (1) pelngakulan ataul 

pelrnyataanbelrsalah pellakul; (2) pelrseltuljulan dari pihakkorban/kellularga dan 

adanya kelinginan ulntulkmelmaafkan pellakul; (3) Dulkulngan komulnitasseltelmpat 

ulntulk mellaksanakan pelnyellelsaianselcara mulsyawarah dan mulfakat; 

(4)Kwalifikasi tindak pidana ringan; dan (5)Pellakul bellulm pelrnah dihulkulm 

Dan belrikult keltelntulan Divelsi dalam PE lRMA No. 4 Tahuln 2014 : 

BAB II 

KE lWAJIBAN DIVElRSI 

       Pasal 2 

Divelrsi dibelrlakulkan telrhadap anak yang tellah belrulrnulr 12 (dula bellas) tahuln 

teltapi bellulm belrulmulr 18 (dellapan bellas) tahuln ataul tellah belrulrnulr 12 (dula 

bellas) tahuln melskipuln pelrnah kawin teltapi bellulm belrulmulr 18 (dellapan bellas) 

tahuln, yang didulga mellakulkan tindak pidana. 

Pasal 3 

Hakim Anak wajib melngulpayakan Divelrsi dalam hal Anak didakwa mellakulkan 

tindak pidana yang dianelam delngan pidana pelnjara di bawah 7 (tuljulh) tahuln 

dan didakwa pulla delngan tindak pidana yang dianelam delngan pidana pelnjara 7 
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(tuljulh) tahuln ataul lelbih dalam belntulk sulrat dakwaan sulbsidiaritas, altelrnatif, 

kulmullatif maulpuln kombinasi (gabulngan) 

BAB III 

PElLAKSANAAN DIVE lRSI DI PElNGADILAN 

Pasa1 4  

Pelrsiapan Divelrsi 

(1) Seltellah melnelnma Pelneltapan Keltula Pelngadilan ulntulk melnangam pelrkara yang 

wajib diulpayakan Divelrsi Hakim.melngellularkan Pelneltapan Hari Mulsyawarah 

Divelrsi.  

(2) Pelneltapan Hakim selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) mellllllat pelrintah kelpada 

pelnulntult ulmulm yang mellimpahkan pelrkara ulntulk melnghadirkan:  

a. Anak dan orang tula/Wali ataul Pelndampingnya;  

b. Korban dan/ ataul orang tula/Walinya;  

c. PelmbimbingKelmasyarakatan;  

d. Pelkelrja Sosial Profelsional;  

el. Pelrwakilan masyarakat; dan  

f. Pihak-pihak telrkait lainnya yang dipandang pelrlul ulntulk dilibatkan dalam 

Mulsyawarah Divelrsi. 

(3) Pelneltapan Hakim selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) dart (2) melncantulmkan 

hari, tanggal, waktul selrta telmpat dilak~atlakannya Mulsyawarah Divelrsi 

 

 



48 

 

 

 

Pasal 5 

Tahapan Mulsyawarah Divelrsi 

(1) Mulsyawarah Divelrsi dibulka olelh Fasilitator Divelrsi delngan pelrkelnalan para 

pihak yang hadir, melnyampaikan maksuld dan tuljulan mulsyawarah divelrsi, selrta 

tata telrtib mulsyawarah ulntulk diselpakati olelh para pihak yang hadir.  

(2) Fasilitator Divelrsi melnjellaskan tulgas Fasilitator Divelrsi.  

(3) Fasilitator Divelrsi melnjellaskan ringkasan dakwaart dan Pelrnbimbing 

Kelmasyarakatan melmbelrikan informasi telntang pelrilakul dan keladaan social 

anak selrta melmbelrikan saran ulnultk melmpelrolelh pelnyellelsaian. 

(4) Fasilitator Divelrsiwajib melmbelrikan kelselrnpatan kelpada:  

a. Anak ulntulk didelngar keltelrangan pelrihal dakwaan.  

b. Orangtula/Wali ulntulk melnyampaikan hal-hal yang belrkaitan delngan 

pelrbulatan Anak dan belntulk pelnyellelsaian yang diharapkan.  

c. Korban/Anak Korban/Orangtula/Wali ulntulk melmbelri tanggapan dan belntulk 

pelnyellelsaian yang diharapkan 

(5). Pelkelrja Sosial Profelsional me lmbelrikan informasi telntang keladaan sosial Anak 

Korban selrta melmbelrikan saran ulntulk melmpelrolelh pelnyellelsaian.  

(6) Bila dipandang pelrlul, Fasilitator Divelrsi dapat melmanggil pelrwakilan 

masyarakat rnaulpuln pihak lain ulntulk melmbelrikan informasi ulntulk melndulkulng 

pelnyellelsaian.  

(7) Bila dipandang pelrlul Fasilitator Divelrsi dapat mellakulkan pelrtelmulan telrpisah 

(Kaulkuls) delngan para pihak 
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(8) Fasilitator Divelrsi melnulangkan hasil mulsyawarah .kel dalam Kelselpakatan 

Divelrsi.  

(9) Dalam me lnyulsuln kelselpakatan divelrsi, Fasilitator Divelrsi melmpelrhatikan 

dan melngarahkan agar kelselpakatan tidak belrtelntangan delngan hulkulm, 

agama, kelpatultan masyarakat seltelmpat, kelsulsilaan; ataul melmulat hal-hal 

yang tidak dapat dilaksanakan Anak; ataul melmulat itikad tidak baik. 

 

Pasal 6 

Kelselpakatan Divelrsi 

(1) Mulsyawarah Divelrsi dicatat dalam Belrita  

(2) Acara Divelrsi dati ditandatangani olelh Fasilitator Divelrsi dan Panitelraj 

Panitelra Pelngganti 

(3) kelselpakatan divelrsi ditandatangani olelh para pihak dan dilaporkah·· 

kelpada Keltula Pelngadilan olelh Fasilitator Divelrsi 

(4) Keltula Pelngadilan melngellularkan Pelneltapan Kelselpakatan Divelrsi 

belrdasarkan kelselpakatan Divelrsi selbagaimana dimaksuld pada ayat (2) 

(5) Keltula Pelngadilan dapat melngelmbalikan kelselpakatan Divelrsi ulntulk 

dipelrbaiki olelh Fasilitator Divelrsi apabila tidak melmelnulhi syarat 

selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 5 ayat (9), sellambat-lambatnya dalam 

waktul tiga hari  



50 

 

 

 

(6) Seltellah melnelrima pelneltapan dari Keltula Pelngadilan selbagaimana dimaksuld 

pada ayat (3), Hakim melrielrbitkan pelneltapan pelnghelntian pelmelriksaan 

pelrkara 

Pasal 7 

(1) Dalam hal Kelselpakatan Divelrsi tidak dilaksanakan selpelnulhnya olelh para 

pihak belrdasarkan hasil laporan dari Pelmbimbing Kelmasyarakatan Balai 

Pelmasyarakatan, Hakim mellanjultkan pelmelriksaan pelrkara selsulai delngan 

hulkulm acara pelradilan pidana anak.  

(2) Dalam melnjatulhkan pultulsan, Hakim wajib melmpelrtimbangkan 

pellaksanaan selbagian Kelselpakatan Divelrsi selbagaimana telrselbult dalam 

ayat (1)         

 

Pasal 8 

Fasilitator Divelrsi tidak dapat dikelnai pelrtanggulngjawaban pidana maulpuln 

pelrdata atas isi Kelselpakatan Divelrsi. 

 

Pasal 9 

Barang Bulkti 

Pelneltapan Keltula Pelngadilan atas Kelselpakatan Divelrsi selbagaimana dimaksu ld 

pada Pasal 6 ayat (3) melmulat pulla pelnelntulan statuls barang bulkti yang tella.h 

disita delngan melmpelrhatikan Kelselpakatan Divelrsi. 
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BAB IV 

KE lTE lNTUlAN PE lRALIHAN 

Pasal 10 

Dalam hal bellulm telrdapat Hakim yang melmelnulhi pelrsyaratan yang diatulr di 

dalam Pasal 43 ayat (2) Ulndang-ulndang Nomor 11 tahuln 2012 telntang Sistelm 

Pelradilan Pidana Anak, Hakim pada Pelngadilan yang tellah diteltapkan selbagai 

Hakim Anak belrdasarkan Sulrat Kelpultulsan Keltula Mahkamah Agulng Relpulblik 

Indonelsia selsulai delngan Ulndang-ulndang Nomor 3 Tahuln 1997 telntang 

Pelngadilan Anak diteltapkan selbagai Hakim Anak belrdasarkan Ulndang-ulndang 

Nomor 11 Tahuln 2012 telntang Sistelm Pelradilan Pidana Anak.49 

 

C. Perspektif Hukum Internasional Menjadi Pembanding Instrument Hukum 

Nasional 

 

Hulkulm intelrnasional tellah belrkelmbang pelsat sellama belbelrapa pelriodel 

telrakhir, hal ini dapat dilihat seljak telrbelntulknya PBB, keltika atulran dan norma 

yang melngatulr kelgiatan dilakulkan di lular hulkulm bats-batas nelgara 

dikelmbangkan, lalul mulnculllah belrbagai pelrjanjian Intelrnasional-bilatelral, yang 

belrsifat relgional ataul mulltilatelral yang dimana tellah diselpakati dan melnjadi 

kelbiasaan intelrnasional. 

                                                   
49  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 
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Pelrlindulngan melngelnai hak-hak anak delwasa ini melnjadi sangat pelnting, 

hal ini dikarelnakan belbelrapa tindakan yang dilakulkan olelh belbelrapa organisasi 

bahkan individul, yang selcara telgas mellanggar kelseljahtelraan anak, dan bahkan 

melmpelrlakulkan anak bulkan layaknya manulsia, teltapi selbagai barang yang 

dijulal. Belbelrapa orang melnelkan bahwa dizaman modelrn selpelrti ini, anak-anak 

jaulh lelbih telrlindulngi daripada delkadel telrakhir. Lalul ulntulk melmpelrtimbangkan 

selmula hal ini, pelnting ulntulk melmelriksa bagaiamana masyarakat intelrnasional 

mellindulngi anak-anak, langkah-langkah apa yang pelrlul diambil ulntulk 

melngamankan hak-hak anak di bawah ulmulr. Dalam Konvelnsi Pelrselrikatan 

Bangsa-Bangsa telntang Hak-HaK Anak telrdapat dokulmeln inovatif, konselsuls 

hulkulm dan politik intelrnasional pelndapat melngelnai hak-hak yang anak-anak 

haruls harapkan ulntulk diakuli olelh pelmelrintah nasional me lrelka. Sampai 

Konvelnsi dibulka dan ditandatangani, para pelmbella hak-hak anak tellah 

melnyalulrkan tulntultan ulntulk anak-anak di bawah ulmulr mellaluli konvelnsi-

konvelnsi lain dan pelrjanjian selpelrti Kovelnan Intelrnasional melngelnai Sipil dan 

Politik Hak. Selkarang ini banyak pelrjanjian intelrnasional yang belrfokuls pada 

hak-hak asasi manulsia di hulkulm intelrnasional, dan implikasinya yang melcakulp 

pelrlindulngan hak anak di bawah hulkulm intelrnasional. Dalam Piagam 

Pelrselrikatan Bangsa-Bangsa melnyatakan bahwa “salah satul tuljulannya ulntulk 

melnelgaskan kelmbali kelpelrcayaan pada manulsia fulndamelntal hak, dalam 

martabat dan nilai pribadi manulsia dalam pelrsamaan hak antara anak laki-laki 

dan pelrelmpulan baik dalam bangsa-bangsa belsar maulpuln kelcil.  
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Convelntion on thel Right of Thel Child ataul Kovelnsi Hak Anak melrulpakan 

selbulah pelrjanjian intelrnasional yang melnjabarkan melngelnai hal-hal yang 

melnjadi dasar bagi pelnjaminan melngelnai hak-hak anak disellulrulh dulnia. 

Belrdasarkan Hulkulm Intelrnasional, konvelnsi diklasifikasikan selbagai sulmbelr 

hulkulm intelrnasional, sellain selbagai kelbiasaan intelrnasional (Intelrnasional 

Culstom), prinsip-prinsip ulmulm hulkulm yang diakuli olelh bangsa-bangsa 

belradab ataul Asas-Asas Hulkulm Yang Diakuli Olelh Bangsa-bangsa Belradab dan 

kelpultulsan ataul relsolulsi organisasi intelrnasional (videl Pasal 38 Ayat 1 Statulta 

Mahkamah Agulng Intelrnasional). PBB yang khulsulsnya melngatulr melngelnai 

pelrsoalan anak di sellulrulh dulnia, KHA adalah melrulpakan konvelnsi PBB dimana 

konvelnsi ini melnjadi konpelnsi paling komplit dalam melnjabarkan selrta 

melmbelrikan pelngakulan melngelnai instrulmeln-instrulmeln HAM dilihat dari awal 

mulla pelrkelmbangan organisasi Pelrselrikatan telrselbult (Ikhsan, 2002). Yang 

dapat dilihat dalam Konvelnsi Hak Anak melngelnai hak anak telrdapat pada Asas 

1, Asas 2, selrta Asas 9 yang melnyatakan bahwa 

a. Asas 1; “childreln shoulld elnjoy all thel rights selt forth in this delclaration. 

E lvelry child, withoult any elxcelption, shall relcelivel thelsel rights, withoult 

distinction or discrimination of racel, coloulr, selx, langulagel, relligion, 

political or othelr opinion, national or social origin, propelrty, birth or othelr 

social statuls. , both himsellf and his family”. Maksuld dari asas yakni seltiap 

nelgara haruls melnjamin selmula hak-hak yang dimiliki olelh seltiap anak tanpa 
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haruls mellihat dari sulkul mana anak itul belrasal, artinya selmula anak 

melmpelrolelh hak yang sama delngan tidak melmbeldakan RAS melrelka. 

b. Asas 2; “Childreln mulst elnjoy spelcial protelction and mulst bel giveln 

opportulnitiels and facilitiels, by law or othelr relgullations, to elnablel thelm to 

grow physically, spiritulally, melntally, melntally and socially in a helalthy 

and normal condition in conditions of freleldom and dignity. In elstablishing 

laws for this pulrposel, thel belst concelrn is wheln thel child shoulld bel thel first 

considelration.” Asas ini melnje llaskan bahwa nelgara haruls mampu l 

melmbelrikan kelselmpatan bagi selmula anak agar dapat melnikmati selmula 

fasilitas yang dimana hal telrselbult dapat melmbantul para anak-anak ulntulk 

dapat belrkelmbang delngan selhat selcara fisik maulpuln melntal selsulai delngan 

apa yang tellah kita harapkan belrsama. 

c. Asas 9, “Childreln mulst bel protelcteld from all forms of nelglelct, crulellty and 

elxploitation. Childreln shoulld not bel thel targelt of trafficking in all its forms. 

Maksuld dari asas ini selmula orang haruls mampul melbelrikan pelrlindulngan 

kelpada anak-anak dari selmula aspelk kelzaliman. Dan anak-anak julga tidak 

bolelh dijulal.50 

Kovelnsi Hak Anak julga melmbelnani kelwajiban-kelwajiban telrtelntul bagi 

nelgara di sellulrulh dulnia. Dan hal ini bisa dilihal didalam Konvelnsi Hak Anak 

pada Pasal 6 Ayat (1) yang belrbulnyi “Thel participating coulntriels relcognizel that 

                                                   
50 Child, C. o. t. R. o. t., 1989. Adopted and opened for signature, ratification and accession by 

General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in 

accordance with article 49. New York. 
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elvelry child has an inhelrelnt right to lifel” yang dimana hal ini melmiliki makna 

bahwa anak itul “mellelkat” atas kelhidulpan yang dimana hak telrselbult bulkanlah 

pelmbelrian nelgara mellainkan hak itul adalah melrulpakan bagian dari anak itul 

selndiri. Sellain itul diselbultkan julga pada Pasal 27 Ayat (1) yang belrbulnyi 

“nelgara-nelgara pelselrta melngakuli seltiap anak atas taraf hidulp yang layak bagi 

pelngelmbangan fisik, melntal, spiritulal, moral dan sosial anak”. Sellanjultnya, 

melngelnai Pasal 28 Ayat 1 melnyatakan bahwa nelgara-nelgara pelselrta melngaku li 

hak anak atas pelndidikan dan ulntulk melwuljuldkan hak ini maka selcara belrtahap 

dan belrdasarkan kelselmpatan yang sama, maka delngan hal ini nelgara 

selharulsnya dapat melnjamin seltiap hak dasar anak selpelrti hak ulntulk pelndidikan 

dasar, hak ulntulk melndapatkan pelnghidulpan yang layak. Sellain itul ulntulk dapat 

melnjamin seltiap hak anak telrselbult, nelgara julga bisa melmbe lrikan ataul 

melnyeldiakan agar anak-anak dapat melngambil langkah-langkah yang baik. 

Nelgara julga bisa mellakulkan hal selpelrti melmbelrikan bantulan pelndidikan bagi 

anak yang kulrang mampul dalam melraih pelndidikan. Anak-anak julga harulsnya 

telrbelbas dari pelkelrjaan ulsia dini yang tidak selharulsnya melrelka dapatkan. Hal 

telrselbult dapat melrelnggult hak melrelka ulntulk belrpelndidikan. Nelgara julga haruls 

melnjamin kalaul anak-anak haruls belbas dari pelrdagangan anak, karelna selkarang 

dalam zaman ini banyak oknulm-oknulm yang melnggulnakan anak selbagai 

telmpat ulntulk melncari pelnghasilan delngan cara dijulal. Pelrlindulngan melngelnai 

hak anak julga telrdapat didalam Konvelnsi Intelrnasional Laboulr Organization 

(ILO). Dimana Intelrnasional Laboulr Organization julga melnghsilkan konvelnsi 
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yang melngatulr melngelnai pelrlindulngan pelkelrja anak. Dimana hal ini belrkaitan 

delngan hal dipelrbolelhkanya melmpelkelrjakan anak ataul tidak. Didalam konvelnsi 

Intelrnasional Laboulr Organization Nomor 138 Tahuln 1973 melnganai Ulsia 

Minulmulm ulntulk dipelrbolelhkan Belkelrja. Dalam konvelnsi ini nelgara-nelgara 

didorong ulntulk melneltapkan kelbijakan nasional ulntulk melnghapuls praktelk 

melmpelkelrjakan anak dan melningkatkan ulsia belkelrja minulm. Belrdasarkan 

keltelntulan Pasal 2 Ayat (1) Konvelnsi ILO telrselbult maka nelgara disellulrulh dulnia 

haruls melningkatkan ulsia belkelrja minulmulm. Selpelrti contohnya nelgara 

Indonelsia, belrdasarkan Konvelnsi ILO telrselbult Indonelsia tellah melndelkarasikan 

ulsia minulmulm belkelrja adalam 15 Tahuln, hal ini belrdasarkan Ulndang-Ulndang 

Nomor 20 Tahuln 1999 yang melratifikasi Konvelnsi ILO Nomor 138 Tahuln 

1973.51 

Hingga delkadel awal 1990-an, dulnia melngelnal istilah Childreln in Elspelcially 

Difficullt Circulmstancel (CE lCD) ataul anak-anak yang belrada dalam kondisi 

sullit. Kondisi sullit yang dimaksuld adalah tidak telrpelnulhi hak-haknya dan 

rawan telrhadap pellanggaran haknya. Teltapi Keltika Childreln in Elspelcially 

Difficullt Circulmstancel (CE lCD) belrulbah melnjadi Childreln in Neleld of Spelcial 

Protelction (CNSP), maka istilah spelcial protelction melrulpakan langkah kelrja 

aktif yaitul sulatul langkah ulntulk melncelgah dan melngambil tindakan-tindakan 

                                                   
51 Bahter, K. T., 2020. PERANAN UNICEF DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL 

TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK ANAK. Lex Et Societatis, VIII (2), pp. 1-8. 
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yang dipelrlulkan dalam mellindulngi anak dari selgala belntulk pellanggaran hak-

hak melrelka. 

Pelrihal anak yang belrkelbultulhan khulsuls dalam Komitel Hak-Hak Anak PBB 

melngatulr telntang anak yang belrkonflik delngan hulkulm yaitul pelnghindaran dari 

hulkulman kelji, hulkulman mati, dan pelngatulran pelnahanan anak (Pasal 37 a, 

Konvelnsi telntang Hak Anak (Convelntion on Thel Right of thel Child, PBB 

Tahuln 1989) dan konvelnsi ini mullai melmpulnyai kelkulatan melmaksa (elntelreld in 

to forcel) pada tanggal 2 Selptelmbelr 1990. Konvelnsi ini tellah diratifikasi olelh 

selmula nelgara di dulnia, kelculali Somalia dan Amelrika Selrikat. Indonelsia tellah 

melratifikasi Konvelnsi Hak Anak ini delngan Kelpultulsan Prelsideln Nomor 36 

Tahuln 1996. 

Instrulmeln Intelrnasional Telntang Pelradilan Anak: 

a. Konvelnsi Hak-hak Anak (KHA) yang tellah diratifikasi Indonelsia mellaluli 

Kelpultulsan Prelsideln Nomor 36 Tahuln 1990; 

b. Pelratulran Standar Minimulm PBB ulntulk Pellaksanaan Pelradilan Anak – 

Pelratulran Belijing (Thel Ulniteld Nations Standard Minimulm Rullels for 

Administration of Julvelnilel Julsticel – thel Belijing Rullels); 

c. Pandulan PBB ulntulk Pelncelgahan Kelnakalan Anak – Pandulan Riyadh (The l 

Ulniteld Nations Gulidellinels for thel Prelvelntion of Julvelnilel Dellinqulelncy – 

thel Riyadh Gulidelline ls); 

d. Pelratulran PBB ulntulk Pelrlindulngan Anak yang Telrampas Kelbelbasannya 

(Thel Ulniteld Nations Rullels for thel Protelction of Julvelnilel Delpriveld of thelir 

Libelrty); 
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e. Pelratulran Standar Minimulm PBB ulntulk Langkah-Langkah yang Bulkan 

Dalam Belntulk Pelnahanan/Non-Culstodial Melasulrels (Thel Ulniteld Nations 

Standard Minimulm Rullels for Non-culstodial Melasulrels - thel Tokyo Rullels); 

f. Instrulmeln intelrnasional lainnya yang rellelvan, yaitul: 

g. Kovelnan telntang Hak-hak Sipil dan Politik (Intelrnational Covelnant on 

Civil and Political Rights/ICCPR) yang tellah diratifikasi olelh Indonelsia 

mellaluli Ulndang- ulndang RI Nomor 12 Tahuln 2005. 

h. Gulidancel Notel of Selcreltary-Gelnelral UlN Approach to Julsticel for Childreln, 

Selptelmbelr 2008. 
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BAB IV 

OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK YANG 

BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI SOLUSI 

PENYELESAIAN TERBAIK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA 

ANAK DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS 

 

A. Ultimum Remedium Menjadikan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir 

Penegakkan Hukum Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus 

 

  Indonelsia selbagai nelgara hulkulm selbagaimana keltelntulan Pasal 1 ayat 

(3) UlUlD 1945, melmiliki instrulmeln hulkulm dalam bidang hulkulm pidana yang 

melrulpakan salah satul hulkulm positif yang melmiliki pelran pelnting dalam rangka 

melnciptakan keltelrtiban dan kelamanan bagi sellulrulh warga Indonelsia. Hal ini 

melrulpakan tuljulan ulmulm hulkulm pidana yaitul gulna mellindulngi kelpelntingan 

orang pelrselorangan ataul hak asasi manulsia dan masyarakat. Tuljulan hulku lm 

pidana di Indonelsia haruls selsulai delngan falsafah Pancasila yang mampu l 

melmbawa kelpelntingan yang adil bagi sellulrulh warga nelgara. Namuln, sifat 

hulkulm pidana yang telrkelsan keljam dalam tataran aplikatif melnjadikannya 

haruls belrpelgang telgulh pada prinsip Ulltimulm Relmeldiulm yaitul hulkulm pidana 

selbagai selnjata pamulngkas (telrakhir) dalam pelnelgakan hulkulm selhingga haru ls 

melngeldelpankan sanksi-sanksi hulkulm lainnya. 

  Pelnelrapan sanksi hulkulm pidana saat ini dinilai celndelrulng lelbih 

dikeldelpankan selhingga asas ulltimulm relmeldiulm selolah-olah belrgelselr, yang 
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selharulsnya sanksi pidana melnjadi selnjata pamulngkas telrakhir tapi kini julstrul 

celndelrulng melnjadi selnjata ultama ataul dikelnal delngan istilah primulm relmeldiulm 

dan melngelsampingkan sanksi bidang hulkulm lainnya. 

  Banyak faktor yang melmpelngarulhi hal telrselbult diantaranya minimnya 

pelmahaman masyarakat dan/ataul aparat pelnelgak hulkulm bahwa ajaran hulku lm 

pidana dan pelnelrapan sanksinya selsulnggulhnya belrsifat sulbsidelr, pelmahaman 

ulmulm bahwa sanksi hulkulm pidanalah yang dirasa lelbih melmbelrikan elfelk jelra 

melski telrdapat altelrnatif pelnyellelsaian selngkelta delngan ulpaya kelkellulargaan. 

Bahkan telrhadap tindak pidana yang dinilai ringan selkalipuln melnelrapkan 

sanksi hulkulman badan. Padahal dalam sulb sistelm pelmidanaan masih telrdapat 

sanksi lain sellain hulkulman badan selbagaimana dalam keltelntulan Pasal 10 

KUlHP sellain itul julga karelna adanya kelcelndelrulngan banyak pelratulran-

pelratulran yang sifatnya administratif melmasulkan sanksi hulkulm pidana di 

dalamnya selbagai sanksi ultama dalam pelnelgakan pellanggarannya. 

  Salah satul contoh kelcil dari selkian banyak atulran baik di dalam KUlHP 

maulpuln dalam bidang hulkulm lainnya adalah pellanggaran telrhadap norma di 

dalam UlUl ITEl khulsulsnya pada kasuls pelncelmaran nama baik mellaluli telknologi 

informasi maulpuln selcara konvelnsional, jika ditellaah lelbih jaulh selsulnggulhnya 

kasuls selmacam ini dapat disellelsaikan selcara hulkulm pelrdata. Hal ini 

dikarelnakan prosels telrjadinya pelncelmaran nama baik adalah melnyangkult 

hulbulngan pelrson to pelrson, pellakul adalah sulbje lk yang mellakulkan pelrbulatan 

yang didulga melnceldelrai nama baik sulbjelk hulkulm yang lainnya. Pelnelrapan 
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sanksi pelrdata dalam kasuls selrulpa ditelrapkan julga di Malaysia dan belbelrapa 

Nelgara lainnya dimana sanksinya belrulpa ganti kelrulgian. Itul hanya seldikit 

contoh kasuls dari selkian banyak atulran yang dinilai tidak lagi rellelvan delngan 

kondisi hulkulm, sosial, politik dan elkonomi di masa kini. Alhasil, pelnelrapan 

sanksi hulkulm pidana selbagai primulm relmidiulm melnimbullkan belrbagai 

masalah pada sistelm pelnelgakan hulkulm di Indonelsia, misalnya ovelrload 

capacity di rulmah tahanan yang melngakibatkan telrabaikannya kelseljahtelraan 

narapidana di dalamnya. 

  KUlHP selbagai indulk pelratulran hulkulm pidana di Indonelsia suldah 

selpatultnya melnjadi rulh bagi ulndang-ulndang di lular KUlHP namuln kini dinilai 

suldah tidak rellelvan delngan sistelm hulkulm pidana yang idelal delngan kondisi 

masyarakat di Indonelsia. Dalam ajaran hulkulm pidana dikelnal selbulah asas 

ulltimulm relmeldiulm, selbagian orang belrpelndapat ulltimulm relmeldiu lm 

selsulnggulhnya hanya selbulah istilah. Ulltimulm relmeldiulm belrarti norma ataul 

kaidah dalam bidang hulkulm lain selpelrti hulkulm tata nelgara dan hulkulm tata 

ulsaha nelgara haruls disellelsaikan delngan pelnggulnaan sanksi administrasi, belgitu l 

pulla norma-norma dalam bidang hulkulm pelrdata haruls diultamakan disellelsaikan 

delngan sanksi pelrdata. Namuln, dalam hal sanksi administrasi dan sanksi 

pelrdata ini dinilai bellulm melnculkulpi ulntulk melncapai tuljulan gulna melnciptakan 

keltelrtiban dan melnye llelsaikan pelrmasalahan di masyarakat, maka baru l 

digulnakan sanksi pidana selbagai selnjata pamulngkas (telrakhir). Delngan kata 

lain, keltika sulatul pelrkara masih dapat disellelsaikan mellaluli ulpaya hulkulm lain 
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selpelrti cara kelkellulargaan, nelgosiasi, meldiasi, ataulpuln hulkulm administrasi 

maka helndaknya jalulr telrselbult telrlelbih dahullul dilaluli selbellulm melmultulskan 

melnelmpulh pelnyellelsaian hulkulm selcara pidana. 

  Hal ini bulkan tanpa alasan, hulkulm pidana melmang melmiliki seljarah 

yang kellam, Van Hamell me lnyatakan bahwa arti dari pidana ataul Straf melnulrult 

hulkulm positif adalah sulatul pelndelritaan yang belrsifat khulsuls olelh yang tellah 

dijatulhkan olelh kelkulasaan yang belrwelnang ulntulk melnjatulhkan pidana atas 

nama nelgara selbagai pelnanggulng jawab dari keltelrtiban hulkulm ulmulm bagi 

selorang pellanggar, yakni selmata-mata karelna orang telrselbult tellah mellanggar 

sulatul pelratulran hulkulm yang haruls ditelgakkan olelh nelgara. Pelmikiran para para 

tokoh masa lalul melnelmpatkan tuljulan pidana selbagai sulatul pelndelritaan dan alat 

ulntulk melncapai pelndelritaan itul selndiri. Padahal Pidana di satul sisi tidak hanya 

dimaksuldkan ulntulk melmbelrikan pelndelritaan ataul melmbelrikan elfelk jelra kelpada 

pellanggar namuln, disisi lain julga ulntulk melmpelrsiapkan pellanggar agar dapat 

kelmbali ditelrima dan hidulp di masyarakat delngan layak. 

  Sanksi hulkulm pidana yang selbagian belsar ditelrapkan adalah sanksi 

pelrampasan kelmelrdelkaan, jika tidak ditelrapkan delngan hati-hati maka 

belrpotelnsi mellanggar hak-hak konstitulsional warga nelgara. Atas dasar itul julga 

maka relntan telrjadi pelnyalahgulnaan jika tuljulan pelmidanaan adalah selbagai 

belntulk balas delndam. Olelh karelna itul, tuljulan pelngelnaan sanksi pidana 

dipelngarulhi olelh alasan yang dijadikan dasar pelngancaman dan pelnjatulhan 

pidana. Maka idelalnya dalam kontelks ini alasan pelmidanaan sellain selbagai 
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pelmbalasan, namuln julga haruls melmbelrikan kelmanfaatan, selrta gabulngan 

antara pelmbalasan yang melmiliki tuljulan ataul pelmbalasan yang dibelrikan 

kelpada pellakul delngan maksuld dan tuljulan telrtelntul. 

Prosels hulkulm telrhadap anak selringkali kelhilangan makna hakikinya, 

yaitul bahwa melrulpakan melkanismel yang melngarah pada ulpaya mellindulngi 

kelpelntingan telrbaik anak (the best interest of the child). Pelradilan pidana anak 

selringkali hanya belrorielntasi pada pelnelgakan hulkulm selcara formal dan tidak 

belrorielntasi pada kelseljahtelraan anak. 

Selorang anak yang telrlibat dalam pelrsoalan dellict pidana, wajib ditangani 

selsulai Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2012 Telntang Sistelm Pelradilan 

Pidana Anak (SPPA) delngan melnggulnakan asas relstorativel julsticel mellalu li 

sistelm divelrsi. Ulndang-Ulndang ini melngatulr kelwajiban pelnelgak hulkulm ulntulk 

melnyellelsaikan pelrkara anak delngan ulpaya divelrsi ataul pelngalihan melkanisme l 

pelnyellelsaian pelrkara delngan pelradilan selcara formal melnjadi pelradilan non 

formal.52 

Nilai normatif selharulsnya dilaksanakan selcara Intelrnasional, Nasional, dan 

Opelrasional (program cara relstoratif haruls belfulngsi). Nilai-nilai normatif 

melnelmulkan mellaluli nilai-nilai opelrasional dalam implelmelntasi program 

relstoratif.53 

                                                   
52 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, 

2014, hal. 133. 
53 H. Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana, Sinar Grafika, Jakarta,2014, 

hal. 157. 
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a. Nilai normatif dalam pellaksanaan Relstorativel Julsticel:  

1) Activel Relsponbility, yaitul belrtanggulng jawab melmpromosikan nilai-

nilai relstoratif telrhadap pellakul yang melrulgikan orang lain.  

2) Pelacelfulll Social Lifel, melnanggapi keljahatan delngan mellakulkan 

pelrdamaian bulkan melmbelrikan stigma ataul labelling telrhadap pellakul.  

3) Relspelct, melmpelrlakulkan selmula pihak yang sama dalam prosels 

pelnyellelsaian masalah.  

4) Solidarity, melndorong kelselpakatan, dulkulngan, dan keltelrbulkaan dalam 

pelnyellelsaian pelrkara.  

b. Nilai-nilai implelmelntasi dari Relstorativel Julsticel  

1) Amelnds, yaitul seljaulh mulngkin melrelka yang belrtanggulng jawab atas 

kelrulsakan yang diselbabkan dari pellanggaran dan belrtanggulng jawab 

ulntulk melmpelrbaikinya. 

2) Assistancel, pihak yang telrkelna dampak keljahtan dapat melmbelrikan 

melmpelrbaiki kondisi pasca pellanggaran. 

3) Collaboration, pihak-pihak yang telrkait pellanggaran pellakul dapat 

melmbelrikan solulsi dan melmbelrikan pelnilaian yang dimasulkkan dalam 

selbulah kelselpakatan (Conselnsuls).  

4) Elmpowelrmelnt, pihak yang telrlibat dalam pelnyellelsaian pellanggaran 

melndapatkan kelselmpatan dan relspon elfelktif.  
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5) Elncoulntelr, pihak yang telrkelna dampak dibelrikan kelselmpatan ulntulk 

melmelnulhi pihak lain dalam lingkulngan yang aman ulntulk melmbahas 

pellanggaran, melrulgikan, dan tanggapan yang selsulai.  

6) Inclulsion, para pihak yang dirulgikan diulndang dan telrlibat dalam prosels 

relstoratif. 

7) Moral E ldulcation, standar komulnitas dipelrkulat selbagai nilai-nilai dan 

norma-norma ulntulk melnelntulkan cara melngatasi pellanggaran telrtelntul.  

8) Protelction, para pihak mellindulngi hak-hak pellakul, korban, kellularga, dan 

masyarakat dari selgi elmosional dan psikis.  

9) Relsolultion, keltelrlibatan kelsellulrulhan baik pelnyellelsaian pellanggaran 

selbellulmnya dan selsuldahnya ditangani. 

Indonelsia selbagai nelgara hulkulm selbagaimana keltelntulan Pasal 1 ayat (3) 

UlUlD 1945, melmiliki instrulmeln hulkulm dalam bidang hulkulm pidana 

yang melrulpakan salah satul 

 

B. Faktor Penyebab Optimalisasi Penerapan Diversi Bagi Anak Yang 

Berkonflik Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A 

Khusus 

Hulkulm Pidana di Indonelsia yang idelalnya ditelrapkan selbagai selnjata 

pamulngkas telrakhir (ulltimulm relmeldiulm) dalam pelnanggullangan pellanggaran 

kini tellah belrgelselr melnjadi selnjata ultama (primulm relmeldiulm). Hal ini tidak 

telrlelpas dari praktik politik hulkulm pidana yang masih belrorielntasi selbagai 

belntulk pelmbalasan dan pelnghulkulman selhingga lelbih melngultamakan kelbijakan 
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pelnal delngan fokuls peljatulhan sanksi belrulpa pelrampasan kelmelrdelkaan. Olelh 

karelna itul sanksi hulkulm pidana tidak pelrnah abseln pada seltiap produlk hulkulm 

yang disahkan olelh DPR dan Pelmelrintah. Hal ini yang melnyelbabkan adanya 

kondisi ovelr kriminalisasi yang mellahirkan masalah barul pada tataran aplikatif 

pelnelgakan hulkulm salah satulnya adalah felnomelna kellelbihan kapasitas pada 

Rultan dan Lapas hingga melncapai 97%.  

Kondisi selmacam ini julga melnimbullkan masalah sosial barul bagi para 

warga binaan yang hak-hak konstitulsionalnya di dalam lapas ataul rultan tulrult 

telrampas. Pelmbaharulan hulkulm pidana dinilai sangat melndelsar delngan 

melngakomodasi pelndelkatan keladilan relstorativel dalam rangka melnelmpatkan 

kelmbali hulkulm pidana selbagai ulltimulm relmeldiulm delngan cara Pelrtama, 

Pelnelrapan kelbijakan delkriminalisasi pada belrbagai pelratulran pelrulndang-

ulndangan di Indonelsia. Keldula, Relorielntasi sistelm hulkulm acara pidana yang 

melmelbrikan kelmulngkinan adanya prosels pelnyellelsaikan pelrkara pidana dilular 

pelngadilan (afdoelning buliteln procelss). 

Keltika selorang ABH sellelsai melnjalani pelmelriksaan, prosels pelngadilan, 

dan akhirnya dijatulhi hulkulman belrulpa pelnjara, maka anak telrselbult akan 

belrstatuls narapidana. Delngan statuls narapidana telrselbult, anak melndapatkan 

dampak bulrulk yang sangat melmelngarulhi hidulpnya. Narapidana anak akan 

kelhilangan kelbelbasan fisik, kelhilangan kontrol atas hidulp, kelhilangan kellularga, 

kelhilangan barang dan jasa, kelhilangan kelamanan, kelhilangan hulbulngan 

heltelroselksulal, kulrangnya stimullasi, dan ganggulan psikologis. Dampak-dampak 
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ini haruls bisa diantisipasi ataul bahkan dicelgah agar anak tidak melrasa telrtelkan 

dan melnimbullkan dampak psikologis yang lelbih belsar lagi.  

KPAI melnulnjulkkan bahwa 80% anak yang masulk kel Lapas pelrnah 

melngalami kelkelrasan. Selpelrti yang diulngkapkan olelh bulkul yang belrjuldu ll 

“Celrita Anak dari Pelnjara (Pelngalaman Pelndampinan Anak dalam Pelnjara)”, 

anak yang telrlibat tindak pidana akan ditelmpatkan di sell tahanan dan pelnjara 

seljak pelmelriksaan dan pelnyidikan, sampai adanya pultulsan pelngadilan olelh 

hakim. Sellama prosels pelmelriksaaan, sellain melnelrima kelkelrasan fisik, anak 

julga melndapatkan telkanan elmosional dari polisi yang melnangkap dan 

melmelriksanya. Saat prosels intelrogasi puln, ada anak yang dipaksa melngiyakan 

seltiap pelrtanyaan polisi, bahkan jika selbelnarnya jawabannya adalah tidak. Hal 

itul dilakulkan karelna anak telrselbult melnghindari pulkullan dan telndangan dari 

polisi yang melngintelrogasinya. Lingkulngan Lapas yang selolah melnjaulhkan 

narapidana anak dari lingkulngan lular dan dulkulngan sosial orang telrdelkat puln 

melmbelrikan dampak bulrulk bagi anak. Lapas dapat melngakibatkan anak 

selmakin relntan ulntulk melngalami kelcelmasan, pelrasaan telrtelkan, keltakultan, dan 

ganggulan psikologis lainnya.  

Salah satul geljala psikologis yang sangat mulngkin mulncull sellama 

melnjalani masa tahanan adalah pelrasaan celmas. Jika orang delwasa saja 

melrasakan kelcelmasan, apalagi anak-anak yang masih melmiliki kondisi 

psikologis yang labil. kelcelmasan bulkan hal yang muldah dikelnali dan selring 

diselbult selbagai keltidaknyamanan. Keltika selselorang melrasa tidak nyaman, 



68 

 

 

 

maka akan belrdampak pulla pada kondisi fisik, elmosional, melntal, dan 

spiritulalnya. Pelrasaan celmas melnyelbabkan selorang anak melnjadi gellisah, 

selhingga melmulncullkan pelrasaan nelgatif, dapat julga melngakibatkan muldah 

marah, ragul, panik, dan telrtelror. Lelbih jaulh lagi, selcara melntal selorang anak 

bisa melmiliki pelmikiran akan mati, dan melrasa telrasing. Salah satul kasuls 

nyata, ada selorang anak yang belrkonflik delngan hulkulm di Indonelsia yang 

melmilih ulntulk bulnulh diri keltika belrada di dalam tahanan karelna tidak bisa 

melnyelsulaikan diri.  

Hal ini melmbulktikan bahwa anak melmandang kelhidulpan pelnjara 

melrulpakan nelraka yang sangat keljam, selhingga lelbih baik mati daripada haruls 

hidulp di dalam pelnjara. Dalam pandangan masyarakat puln, kelduldulkan selorang 

ABH melmiliki stelrelotypel nelgatif. ABH tidak hanya dipandang selbagai anak 

yang belrmasalah, namuln ABH banyak kelhilangan hak dalam kelhidulpannya. 

Salah satul contoh adalah hak ulntulk melngelnyam bangkul pelndidikan selkolah 

selpelrti anak-anak pada ulmulmnya. ABH yang pelrnah melnyandang statuls 

narapidana melmilki kelmulngkinan yang sangat belsar ulntulk dikellularkan olelh 

pihak selkolah. Keltika ABH tellah melmiliki statuls selbagai mantan narapidana, 

labell nelgatif dari masyarakat akan selnantiasa mellelkat padanya selbagai selorang 

pelnjahat. Dan itul akan belrpelngarulh pada psikologis para ABH. Keltika selorang 

anak dibelri labell olelh lingkulngannya, maka anak telrselbult julstrul celndelrulng 

akan belrpelrilakul selsulai labell telrselbult. 
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C. Diversi Sebagai Upaya Tercapainya Hak Anak Yang Harus 

Dipertanggungjawabkan Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A 

Khusus 

Anak adalah aselt bangsa dalam melnelrulskan cita-cita bangsa dan nelgara 

melnuljul nelgara belrkelmajulan, maka pelrlul Nelgara melmbelri lelgtimasi atau l 

pelrlindulngan telrhadap hak-hak anak. Anak selbagai bagian dari gelnelrasi mulda 

melrulpakan pelnelruls cita-cita pelrjulangan bangsa dan sulmbelr daya manulsia bagi 

pelmbangulnan nasional. Dalam rangka melwuljuldkan sulmbelr daya manulsia yang 

belrkulalitas dan mampul melmimpin selrta melmellihara kelsatulan dan pelrsatulan 

bangsa dalam wadah nelgara KelsatulanRelpulblik Indonelsia yang belrdasarkan 

Pancasila dan Ulndang-Ulndang Dasar 1945, dipelrlulkan pelmbinaan selcara telruls 

melnelruls delmi kellangsulngan hidulp, pelrtulmbulhan dan pelrkelmbangan fisik, 

melntal dan sosial selrta pelrlindulngan dari selgala kelmulngkinan yang akan 

melmbahayakan melrelka dan bangsa di masa delpan. 

Anak adalah karulnia Tulhan Yang Maha E lsa yang selnantiasa haruls 

dijaga, dibina delngan baik dan pelnulh kasih sayang, karelna anak julga melmiliki 

harkat, martabat dan hak yang haruls julnjulng tinggi dan dilindulngi, sulpaya 

dimasa melndatang anak telrselbult dapat belrgulna dan belrmanfaat bagi selsama 

dan bagi bangsa. Anak melmiliki kondisi elmosional yang bellulm stabil dan 

melmiliki melntal yang masih dalam tahap pelncarian jati diri, selhingga anak 

haruls melndapatkan pelngawasan dan bimbingan dalam seltiap pelriodel 

pelrtulmbulhannya selhingga anak telrselbult dapat melmiliki melntal dan pelrilaku l 
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yang baik, namuln jika anak dalam prosels tulmbulh - kelmbangnya tidak dalam 

bimbingan dan pelngawasan maka anak akan muldah telrpelngarulh delngan 

belrbagai macam pelrilakul-pelrilakul nelgatif selpelrti anak telrselbult melnjadi nakal, 

malas, selnang belrkellahi, mabulk, dan belrbagai kelnakalan lainnya yang dapat 

melrulgikan diri selndiri dan orang lain. 

Anak selbagai amanat Tulhan haruls dijaga delngan selbaik-baiknya, karelna 

statulsnya masih dalam prosels pelrtulmbulhan, selcara fisik dan melntal, dia masih 

sangat melmbultulhkan dulkulngan dan bantulan orang delwasa, apakah orang tula 

langsulng maulpuln melrelka yang dibelri tanggulng jawab ulntulk melngasulhnya 

dalam rulang dan tahapan telrtelntul. Karelna amanat itullah maka selmula bangsa di 

dulnia mellaluli Convelntion on thel Right of thel Child (CRC) belrselpakat bahwa 

anak haruls dibelrikan hak-hak asasinya dan pelrlindulngan khulsuls. 

Masa kanak-kanak melrulpakan masa yang sangat relntan ulntulk 

dilakulkan tindakan, anak-anak sangat relntan delngan belrbagai kelinginan dan 

harapan yang ingin dicapai selsulatul dan lakulkan selsulatul. Selorang anak dalam 

mellakulkan selsulatul mellakulkannya tidak/kulrang melnilai konselkulelnsi dari 

tindakannya.  

Kelbultulhan ini tidak selmulanya dapat dipelnulhi olelh selorang anak 

selndiri teltapi kelbultulhan bantulan dari orang delwasa. Orang tula/delwasa 

melmiliki kelwajiban ulntulk melmbantul anak-anak selcara fisik, elkonomi dan 

psikologis di pelrkelmbangan melntal anak. Anak-anak tidak dapat melmelnulhi 

kelbultulhan ini, anak-anak telrhambat pelrkelmbangannya dan bahkan bisa 
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melnyelbabkan ganggulan melntal, akhirnya melnjadi kelnakalan aktor. Melnulrult 

Richard Delmbo, dkk. anak-anak yang melngalami banyak kelsullitan selpelrti 

kelsullitan dalam melmbiasakan diri dalam kellularga, melnjadi selcara elkonomi 

orang-orang yang delprelsi ataul elkonomi relndah melmiliki risiko lelbih tinggi 

ulntulk melnjadi pellakul kelnakalan dari pada anak yang melndelrita fisik dan 

pelrampasan selksulal. 

Pada hakikatnya masalah kelbijakan hulkulm pidana bulkanlah selmata-

mata pelkelrjaan telknik pelrulndang-ulndangan yang dapat dilakulkan selcara yulridis 

normatifdan sistelmatik dogmatik. Di samping pelndelkatan yulridis-normatif, 

kelbijakan hulkulm pidana julga melmelrlulkan pelndelkatan sosiologis, historis, dan 

komparatif; bahkan melmelrlulkan pulla pelndelkatan komprelhelnsif dari belrbagai 

disiplin social lainnya, selrta pelndelkatan intelgral delngan kelbijakan sosial dan 

pelmbangulnan nasional pada ulmulmnya. 

Pada dasarnya anak bulkanlah ulntulk dihulkulm mellainkan haruls 

dibelrikan bimbingan dan pelmbinaan, selhingga bisa tulmbulh dan belrkelmbang 

selbagai anak normal yang selhat dan celrdas selultulhnya. Anak adalah anulgelrah 

Allah Yang Maha Kulasa selbagai calon gelnelrasi pelnelruls bangsa yang masih 

dalam masa pelrkelmbangan fisik dan melntal. Telrkadang anak melngalami situlasi 

sullit yang melmbulatnya mellakulkan tindakan yang mellanggar hulkulm. Walaulpu ln 

delmikian, anak yang mellanggar hulkulm tidaklah layak ulntulk dihulkulm apalagi 

kelmuldian dimasulkan dalam pelnjara. 

Kelbelrhasilan sulatul bangsa dalam sulatul pelmbangulnan nasional tidak 
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lelpas dari pelran pelntingnya gelnelrasi mulda. Anak yang melrulpakan bagian dari 

gelnelrasi mulda inilah yang akan melnelrulskan pelrjalanan bangsa telrselbult ulntulk 

melneltulkan akan dibawa kelmanakah bangsanya telrselbult, baik melnjadi nelgara 

yang majul dalam belrbagai bidang ataul bahkan akan melnjadi nelgara miskin 

yang melngalami belrbagai krisis selpelrti itul krisis elkonomi, moral, agama, 

pelndidikan dan hulkulm yang melnyelbabkan nelgara telrselbult melngalami banyak 

belrbagai pelrmasalahan selpelrti adanya tindak pidana kriminal, korulpsi, 

narkotika, pelmbulnulhan dan belrbagai tindak pidana lainnya. 

Delmi kelmajulan sulatul bangsa yang ditulntult kelpada gelnelrasi muldanya 

maka pelrlul mellindulngi aselt bangsa telrselbult yaitul anak dalam hal ini hak anak. 

Nelgara dipandang haruls hadir dalam me lmbelrikan lelgitmasi ataul pelrlidnulngan 

telrhadap hak anak karelna melrulpakan amanah Ulndang-Ulndang Dasar 1945 

Pasal 28B Ayat (2) yang belrbulnyi: “Seltiap anak belrhak atas kellangsulngan 

hidulp, tulmbulh, dan belrkelmbang selrta belrhak atas pelrlindulngan dari kelkelrasan 

dan diskriminasi.” 

Anak-anak kita haruls melndapat pelrhatian seljak ulsia dini agar melrelka 

mampul belrpelran dalam melngisi dan mellanjultkan pelmbangulnan kel delpan," 

uljarnya. Ia melngajak selmula orang tula agar selnantiasa melnjaga anak-anak 

melrelka, melmbelrikan pelrhatian dan kasih sayang yang tulluls, karelna pelndidikan 

karaktelr anak dimullai dari lingkulngan telrkelcil yakni kellularga. Dan Orang tula 

melmiliki pelran pelnting dalam melmbelntulk karaktelr anak. Belri melrelka kasih 

sayang yang tulluls agar melrelka tulmbulh melnjadi pribadi pelnyayang, selhingga 
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bangsa ini kel delpan akan sellalul damai dan jaulh dari pelrpelcahan," uljarnya. 

Melnulrultnya, sellama ini banyak kasuls yang melnimpa anak-anak di Indonelsia, 

selpelrti pelncullikan, elksploitasi anak, kelkelrasan dan pellelcelhan selksulal. 

Pelnullis belrasulmsi bahwasannya pelrlindulngan anak haruls telgak belrdiri 

kokoh delngan landasan-landasan yang selbelnarnya melnjadi tuljulan tulnggal 

dalam melmpelrsiapkan dan melnulmbulh kelmbangkan anak selbagai asselt dan 

tanggulng jawab bangsa ulntulk masa yang akan datang. Tidak ada alasan ulntulk 

aculh ataulpuln apatis delngan kelbelrlangsulngan hidulp selorang anak yang apalagi 

anak telrselbult adalah anak yang belrkonflik delngan hulkulm. Suldah selpatultnya 

selgala opsi dan altelrnatif sellalul dikulmandangkan selbagai contoh belntulk nyata 

kita peldulli delngan tulmbulh kelmbangnya anak. Selgala aspelk sellalul melnjadi 

pelrtimbangan yang konkrit selbagai pelnelntul nasib Langkah anak-anak yang 

belrkonflik delngan hulkulm. Sulnggulh seljatinya hulkulm adalah selbagai alat 

pelrdamaian pelmelrsatul elgo bulkan selbagai alat pelmulas kelelgoisan selmata. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Divelrsi adalah sulatul tindakan ataul pelrlakulan ulntulk melngalihkan ataul 

melnelmpatkan pellakul anak kellular dari sistelm pelradilan. Dan melnjadi 

salah satul fulngsi dari pelmbimbing kelmasyarakatan dalam 

mellaksanakan pelndampingan telrhadap Anak yang Belrkonflik delngan 

Hulkulm (ABH) yang belrtuljulan ulntulk pelngalihan prosels pada siste lm 

pelnyellelsaian pelrkara anak yang panjang dan sangat kakul delngan 

meltodel Meldiasi ataul dialog ataul mulsyawarah selbagai bagian yang 

tidak telrpisahkan dalam divelrsi ulntulk melncapai keladilan relstoratif 

2. Belntulk-belntulk pelrlindulngan telrhadap anak adalah cara-cara agar anak 

bisa tulmbulh dan belrkelmbang delngan maksimal melskipuln anak 

telrsandulng olelh masalah yang haruls belrhadapan delngan hulkulm, 

khsulsnya anak yang belrkonflik delngan hulkulm. Karelna anak melmiliki 

hak yang haruls di lindulngi, maka dari itul anak wajib melndapatkan 

hak ulntulk pelngalihan prosels pelnyellelsaian pelrkaranya bila belrkonflik 

delngan hulkulm 

3. Hak pelngalihan prosels pelnyellelsaian pelrkara bagi anak adalah hak 

pokok bagi anak yang belrkonflik delngan hulkulm. Hak pelngalihan 

prosels pelnye llsaian pelrkara bagi anak selbagai altelrnatif pelnyellelsaian 

pelrkara bagi anak yang belrkonflik delngan hulkulm selbagai cara ulntulk 
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melmelnulhi hak anak ulntulk di lindulngi. Dan ini akan melrulbah konselp 

hulkulm di Indonelsia khulsuls hulkulm pidana yang kakul melnjadi lelbih 

ellastis dan flelksibell, karelna anak bulkan ulntulk dihulkulm. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan Orang tula haruls elxtra lelbih aktif dalam fulngsi pelngawasan 

telrhadap prosels tulmbulh kelmbangnya selorang anak agar telrhindar dan 

jaulh dari ranah hulkulm khulsulsnya pidana yang nantinya melnjadi 

pelnghambat prosels tulmbulh kelmbangnya selorang anak. 

2. Diharapkan prelsideln dan pelmelrintah ulntulk melmbulat hulkulm khulsuls 

melngelnai altelrnatif pelnye llelsaian pelrkara bagi anak yang belrkonflik 

delngan hulkulm agar belntulk pelrlindulngan bagi anak belnar belnar ada 

dan nyata dari selgi hulkulm matelrilnya dan Bahkan ada ancaman pidana 

bagi aparat pelnelgak hulkulm yang tidak mellakulkan ulpaya divelrsi. Selrta 

pelmbelrian amnelsti dan grasi ulntulk anak yang suldah telrlanjulr dipelnjara 

selbagai bulkti nyata peldulli telrhadap tulmbulh kelmbangnya selorang anak 

keldelpannya. 

3. Diharapkan Lelmbaga pelradilan melnjadikan divelrsi melnjadi foculs 

ultama dan ulpaya pelrtama dalam melnangani dan melnye llelsaikan 

pelrkara bagi anak delngan pelndelkatan keladilan yang relstorativel. Dan 

sellalul melngeldelpankan dan melmaksimalkan Divelrsi selbagai altelrnatif 

pelnyellelsaian pelrkara bagi anak yang belrkonflik delngan hulkulm di 
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tingkat pelngadilan. Karelna divelrsi ditingkat pelngadilan adalah divelrsi 

telrakhir yang ditelmpulh selorang anak yang belrkonflik delngan hulkulm. 
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Pertanyaan dan jawaban sesi wawancara di Pengadilan Negeri 

Medan Kelas I-A Khusus Bersama Bapak  

Dr. H. Edwar, SH. MH. M. Kn 

 

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap Diversi sebagai alternatif 

penyelesaian perkara bagi anak? 

“Upaya Diversi itu sangat dibutuhkan. Tanpa adanya diversi, peradilan 

anak itu tidak sah. Dan anak wajib mendapatkan upaya itu sebagai 

alternatif penyelesaian perkara bagi anak” 

2. Apakah pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A 

Ksusus sudah optimal? 

“Di Pengadilan Negeri Medan sendiri untuk pelaksanaan Diversi sudah 

cukup optimal namun disisi lain Ketika perkara anak ini bisa sampai ke 

tingkat pengadilan, berarti Diversi di tingkat penyidikan di kepolisian, 

tingkat penuntutan di kejaksaan belum optimal sehingga perkara ini terus 

berlanjut sampai ke tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan 

negeri” 

3. Apakah upaya Diversi termasuk ke dalam upaya perlindungan 

terhadapanak dan mengapa? 

“iyaa, jadi begini. Mengapa diversi termasuk de dalam upaya perlindungan 

terhadap anak karena diversi adalah proses pengalihan proses perkara bagi 



 

 

 

 

anak dari dalam pengadilan ke luar pengadilan. Dan pengalihan proses 

penyelesaian perkara bagi anak juga termasuk upaya perlindungan terhadap 

anak” 

4. Bagaimana pandangan bapak mengenai Diversi sebagai media untuk 

mewujudkan keadilan yang restoratif? 

“keadilan restorative adalah tujuan yang ingin dicapai, jadi tujuan itu harus 

memerlukan metode, cara atau langkah untuk mencapai tujuan tersebut. 

Jadi Diversi dengan keadilan restorative mempunyai hubungan yang saling 

mengikat” 

5. Bagaimana pandangan bapak terhadap Ultimum Remedium yaitu 

menempatkan pidana sebagai upaya terahir dalam penegakkan hukum? 

“jadi asas ini adalah asas yang mengedepankan kebermanfaatan, dan ini 

adalah asas yang bagus untuk penanganan perkara pada anak. Seharusnya 

asas ini menjadi perhatian lebih bagi para hakim” 

6. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya diversi? 

“ yang pertama korban tidak sesuai denga napa yang ia kehendaki terhadap 

korban, yang kedua orang tua korban tidak ingin anaknya diselesaikan 

dengan jalur damai khususnya dalam kasus pembunuhan, yang ketiga 

korban tidak menyukai akan metode diversi dikarenakan suatu hal tertentu”  

7. Apakah anak harus dihukum? 

“Anak tidak harus dihukum walaupun apabila anak berkonflik degan 

hukum. Tetapi pertanggung jawaban perbuatan tetap melekat pada anak 



 

 

 

 

yang berkonflik dengan hukum. Dan menghukum anak harus efektif 

mengingat anak juga akan tumbuh dan berkembang“. 

8. Apa yang hrus dilakukan hakim apabila para pihak tidak sepakat untuk 

melakukan diversi? 

“Jika kesepakan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak 

berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai 

Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai 

dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak”. 

9. Mengapa harus Diversi pak? 

“Diversi, sebagai salah satu instrumen dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak (SPPA), memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan 

restoratif. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan korban dan perbaikan 

perilaku anak, dengan mengecilkan pembalasan semata”. 

10.  Apakah Dversi solusi terbaik dalam penyelesaian perkara bagi anak 

yang berkonflik dengan hukum? 

“Diversi adalah solusi terbaik dalam penyelesaian perkara bagi anak yang 

berkonflik dengan hukum, dengan pertimbangan kerentanan terhadap anak 

dan menyelamatkan masa depan anak meskipun harus berkonflik dengan 

hukum”. 
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